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MOTTO 

                        

                           

          

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) 

karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah 

kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak 

adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. 

Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa 

yang kamu kerjakan.
1
(Q.S Al- Ma’idah Ayat 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Mushaf Aminah, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta:alfatih, 2013), hal 86. 
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ABSTRAK 

Candra Dewi Ratriningsari, Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si., 2023: Analisis 

Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) Pada SDN Ajug 02 Kecamatan Ajung 

Kabupaten Jember 

 

Guna mencapai tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan 

Pancasila dan UUD 1945, pemerintah memberikan bantuan keuangan 

kepada masyarakat melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Dana BOS diberikan kepada semua lembaga pendidikan  dalam rangka  

wajib belajar 12 tahun. Seperti SDN Ajung 02, yang mengeluarkan biaya 

operasional dari dana BOS, mereka harus bertanggung jawab secara 

transparan kepada otoritas yang lebih tinggi, masyarakat umum, dan 

sesama. 

Rumusan masalah: 1) bagaimana pengelolaan Dana BOS di SDN 

Ajung 02?, 2) bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan 

Dana BOS di SDN Ajung 02?, 3) bagaimana penerapan prinsip 

transparansi pada pengelolaan Dana BOS di SDN Ajung 02?. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian di SDN Ajung 02 Kecamatan 

Ajung Kabupaten Jember. Subyek penelitian: Kepala Sekolah, Guru, 

Bendahara, dan Komite Sekolah. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian adalah: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan 

menggunakan analisis data: data collection (pengumpulan data), reduksi 

data, penyajian data, dan verifikasi data. Dan menggunakan keabsahan 

data: triangulansi sumber, dan triangulansi teknik. 

Penelitian ini dapat disimpulkan pengelolaan Dana BOS sudah 

sesuai dengan kemendikbudRistek No 63 Tahun 2022. Pada proses 

pengelolaan dibagi menjadi proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan 

proses pelaporan dilakukann dengan baik. Berdasarkan indikator 

akuntabilitas, penerapan akuntabilitas sudah baik sekolah 

mempertanggungjawabkan dengan membuat laporan keuangan setiap 

bulannya. Akan tetapi kurang adanya sosialisasi mengenai laporan 

tersebut. Berdasarkan indikator transparansi, penerapan transparansi sudah 

baik. Sekolah menyediakan dokumen yang disusun dengan baik untuk 

diakses oleh warga sekolah, memastikan bahwa dokumen tersebut jelas, 

lengkap, dan mudah diakses, seperti dengan memampang RKAS di papan 

pengumuman. SDN Ajung 02 kemudian membuat proses perencanaan 

transparan dan melibatkan seluruh warga sekolah. 

  

 Kata kunci: pengelolaan Dana BOS, akuntabilitas, dan transparansi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan Nasional merupakan pendidikan yang didasarkan pada 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

yang mengikuti perkembangan zaman, nilai-nilai agama, dan kebudayaan 

bangsa Indonesia. Salah satu upaya Indonesia untuk memerangi kemiskinan 

dan kebodohan adalah pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

sangat bergantung pada pendidikan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, 

masyarakat, pemerintah, dan penyelenggara pendidikan (guru) harus bekerja 

sama.
2
  Hal ini sesuai dengan tujuan utama nasional yang disebutkan dalam 

alinea keempat Pembukaan UUD 1945, "Mencerdaskan kehidupan bangsa," 

dan sesuai dengan komitmen Indonesia untuk pemerataan pendidikan dan 

kecerdasan nasional.  

UU No 20 pasal 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

juga menyebutkan tentang tujuan pendidikan. Yang menyebutkan bahwa 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

                                                             
2 Wahid Khoirul Ikhwan, “Implementasi Standar Isi, Standar Proses, Dan Standar 

Kompetensi Lulusan Sebagai Standar Mutu Pendidikan Mts Negeri Di Kabupaten Tulungagung,” 

Journal Pedagogia Issn 2089-3833, 4.1 (2019), 16–22 (Hal. 16). 
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negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
3
 Untuk memberikan 

pendidikan berkualitas tinggi, pendidikan nasional harus dilaksanakan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Goodstats bahwa “angka putus 

sekolah pada tahun ajaran 2022/2023 lebih tinggi dari tahun ajaran 

sebelumnya. Sepanjang tahun ajaran 2022/2023 jumlah putus sekolah di 

tingkat SD mencapai 40.623 orang, SMP 13.716 orang, SMA 10.091 orang, 

dan di SMK 12.404 orang”.
4
 Biaya adalah salah satu faktor utama yang 

menyebabkan banyak putus sekolah. Akibatnya, pemerintah pun 

mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan pendidikan. 

Pemerintah mengeluarkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

bertujuan agar penduduk Indonesia dapat menjalankan program Wajib Belajar 

12 tahun, minimal setara Sekolah menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMA/SMK). 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bertujuan untuk membantu 

sekolah memberikan pendidikan yang lebih baik. Pelaksanaan dana BOS 

berdasarkan atas Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan 

Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis 

pengelolaan dana BOS. Program BOS berguna untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dasar dengan menyediakan fasilitas yang bersumber dari dana 

BOS, dana BOS juga membantu menyediakan operasi non-personil, yang 

                                                             
3
 Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Pendidikan Nasional.” 
4
 Goodstats, “Anggaran Pendidikan Tinggi Namun Angka Kematian Justru Meningkat,” 24 

Juni 2023(https://goodstats.id/article/anggaran-pendidikan-tinggi-namun-angka-putus-sekolah-

justru-meningkat-sUV9E#:~:text=Pada tahun ajaran pendidikan 2022,orang%2C dan SMK 12.404 

orang). 
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mengurangi biaya operasional siswa, dan mengurangi tingkat putus sekolah. 

Dengan kenaikan dana BOS, pemerintah juga berharap dapat menyediakan 

layanan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya.
5
 Adapun Besaran dana BOS 

yang di peroleh masing-masing tingkatan pendidikan adalah sebagai berikut. 

Tabel 1.1 

Besaran Dana BOS 

Sekolah Besaran Dana BOS 

PAUD Rp.640.000/peserta didik/tahun 

SD Rp.960.000/peserta didik/tahun 

SMP Rp.1.180.000/peserta didik/tahun 

SMA Rp.600.000/peserta didik/tahun 

       Sumber :Kemendikbud Ristek 2022 

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana 

BOS diberikan sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Pengelolaan dana pendidikan 

oleh pemerintah dan masyarakat harus didasarkan pada prinsip transparansi 

dan akuntabilitas.
6
 Pengelolaan dana bantuan pemerintah yang didasarkan pada 

transparansi atau keterbukaan pelayanan sangat penting untuk menjamin 

pengelolaan yang transparan. 

Transparansi adalah penyediaan informasi tentang pemerintahan 

kepada publik dan menjamin bahwa mereka dapat mengakses informasi yang 

tepat dan sesuai. Pendapat lain tentang pengertian transparansi yaitu berarti 

pemerintah terbuka untuk memberikan informasi tentang pengelolaan sumber 

                                                             
5
Aratza Melly Amiman, dkk., “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMP Negeri 1 

Essang,” Jurnal EMBA, 11.3 (2023), Hal 860 
6 Udaya Madjid dkk., “Implementasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) 

Tingkat Pendidikan Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa 

Barat,” Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 11.1 (2021), 65–78 (hal. 66). 
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daya publik kepada stakeholder yang membutuhkannya.
7
 Transparansi 

mencakup penganggaran dan pertanggungjawaban, yang memungkinkan 

pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui dan mendapatkan informasi 

tentang dana tersebut. Pada akhir tahun ajaran, sekolah akan membuat Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan menyiapkan laporan keuangan 

untuk pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. 

Selain transparansi prinsip yang tak kalah penting adalah prinsip 

akuntabilitas. Akuntabilitas sebagai kewajiban hukum untuk bertanggung 

jawab atas langkah seorang pejabat publik, terutama dari segi keuangan. 

Pendapat lain menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan komponen penting 

dari kebijakan organisasi di sektor publik. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas 

seseorang, semakin bagus pelayanan yang diberikan karena akuntabilitas 

membantu menggunakan sumber daya dengan lebih efisien dan melindungi 

organisasi dan karyawannya dari dari non-feasance (tidak melaksanakan 

kewajiban), malfeasance (menjalankan kewajiban tetapi tidak dengan efisien), 

dan over-feasance (melaksanakan tugas melebihi apa yang diamanatkan).
8
 

Pada dasarnya akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dan 

kewajiban yang dilakukan dalam menjalankan tugas. Pertanggungjawaban 

yang dimaksud akan bermuara pada hukum, regulasi, kode etik profesi, nilai 

yang dianut seseorang (sebagai petugas), tingkah laku, etika, dan kepercayaan 

                                                             
7
 Widya Negsih, dkk., “Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaksaaan 

Pelayanan Publik Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang,” Jurnal Manajemen dan Ilmu 

Administrasi Publik (JMIAP), 2.1 (2019), hal 114. 
8
 Idris Patarai, Ombusman Dan Akuntabilitas Publik Prespektif Daerah Istimewa Yogyakarta 

(de la macca, 2015), hal 29-30. 
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(agama). Sekolah harus memiliki akuntabilitas yang baik karena menunjukkan 

bahwa telah melakukan kewajibannya dengan cukup baik, yang dapat 

meningkatkan kepercayaan publik. Sekolah yang dapat mengelola 

keuangannya dengan handal pasti akan akuntabel.  

Sekolah yang merupakan lembaga pendidikan, diharuskan 

mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Publik dan 

pihak-pihak yang terkait akan mendapat manfaat dari penerapan prinsip-prinsip 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah adalah sumber pendidikan yang 

berkualitas tinggi. Dengan kata lain, sekolah memberikan informasi dan 

menjamin kemudahan mendapatkan informasi yang tepat dan lengkap sehingga 

masyarakat umum dapat mengetahui kemana dana sekolah digunakan. 

Dalam praktiknya, pengelolaan dana BOS tidak selalu berjalan sesuai 

harapan. Beberapa kejadian muncul seperti: 1) pengelolaan dana BOS di 

beberapa sekolah terkesan tertutup untuk pihak luar. Warga sekolah dan orang 

tua siswa seolah-olah tidak banyak yang mengetahui pengelolaan dana 

pendidikan disekolah, hal ini berdampak negatif terhadap perkembangan 

sekolah. 2) pengelolaannya dana yang buruk. Penggelapan dan penyalagunaan 

dana BOS dilakukan oleh oknum sekolah, kelompok kerja sekolah atau dinas 

pendidikan. Berdasarkan kasus yang terjadi pada 21 januari 2023 terdapat 

aduan kepada Dinas Pendidikan Kab. Jember adanya dugaan penyelewengan 

Dana BOS yang dilakukan oleh salah satu kepala sekolah di Jember.
9
  

                                                             
9
 Suara Indonesia, “Benarkan, Ada Aduan Dugaan menyalahgunaan Dana BOS,” 21 Januari 

2023 , diakses pada 22 September 2023, 

https://suaraindonesia.co.id/news/pendidikan/63cbab170612e/Inspektorat-Jember-Benarkan-Ada-

Aduan-Dugaan-Menyalahgunaan-Dana-BOS. 

https://suaraindonesia.co.id/news/pendidikan/63cbab170612e/Inspektorat-Jember-Benarkan-Ada-Aduan-Dugaan-Menyalahgunaan-Dana-BOS
https://suaraindonesia.co.id/news/pendidikan/63cbab170612e/Inspektorat-Jember-Benarkan-Ada-Aduan-Dugaan-Menyalahgunaan-Dana-BOS
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Meskipun dana BOS telah tersedia untuk mengatasi masalah 

pendidikan, masalah muncul dari proses pencairan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan salah satu guru di SDN Ajung 02 terdapat keterlambatan 

pada saat proses pencairan. Hal ini terjadi dikarenakan kesalahan dalam proses 

penginputan data baik data peserta didik, guru, data rekening serta ada data 

yang tidak sesuai dengan Dispendukcapil, dan pada akhirnya tidak bisa 

diverifikasi. Masalah lain yang terjadi di SDN Ajung 02 ialah kurangnya 

sarana prasarana belajar yang memadai. Dimana terdapat satu ruang kelas yang 

hampir roboh. Sehingga hanya ada lima ruang kelas. Yaitu untuk kelas 1,2,3,4, 

dan 5 sementara untuk ruang kelas 6 dipindahkan ke ruang guru. Sedangkan 

ruang guru dipindahkan di ruang perpustakaan sekolah. Hal ini menyebabkan 

proses belajar mengajar kurang efektif dan efisien di sekolah tersebut. Namun 

jika dilihat berdasarkan dana BOS yang diperoleh  sekolah adalah sebesar 112 

siswa x Rp.960.000=Rp.107.520.000, tetapi sekolah belum efektif pada 

pengelolaan dana BOS tersebut. 

Beberapa penelitian terkait dana BOS yang sudah dilakukan 

sebelumnya antara lain adalah penelitian Zepa Anggriani, Mega Gustiana, dan 

Joko Susanto dimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada 

sekolah tersebut sudah sesuai dengan juknis. Tetapi penerapan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas belum sesuai dengan prosedur.
10

 Penelitian 

berikutnya oleh Masruroh, dan Somariah Fitriani dalam pengelolaan dana BOS 

masih kurang efektif disebab oleh kurangnya antara kepala sekolah dan 

                                                             
10

 Zepa Anggraini, dkk., “Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam 

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SDN 104/II Sungai Pinang Muara Bungo,” 

Jurnal Administrasi Sosial dan Humoniora, 3.4 (2020), hal 121. 
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yayasan, guru, orang tua, dan siswa dalam berkomunikasi yang baik. Sekolah 

tidak menyadari betapa pentingnya sosialisasi program BOS kepada guru, 

orang tua, dan siswa.
 11

 

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini berfokus untuk mempelajari lebih 

lanjut tentang pertanggungjawaban pengelolaan dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS). Hal-hal yang harus diperhatikan pada pengelolaan BOS 

termasuk memeriksa program kegiatan dan prioritasnya, memeriksa apakah 

prosedur pengelolaan BOS sesuai dengan JUKNIS, dan memeriksa apakah 

terdapat keterbukaan informasi tentang apa yang dilakukan pengelola. Oleh 

karena itu, adanya transparansi dan akuntabilitas sangat penting dilakukan 

terkait pengelolaan dana BOS. Melihat arti pentingnya pengelolaaan dana BOS 

dalam dunia pendidikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang 

akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS), oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul 

“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri Ajung 02 Kecamatan 

Ajung Kabupaten Jember”. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ditulis dalam bentuk kalimat tanya yang singkat, jelas, 

spesifik, dan praktis.
12

 Berdasarkan konteks penelitian diatas maka fokus 

penelitian yaitu : 

                                                             
11

 Masruroh dan Somariah Fitriani, “Evaluasi Implementasi Program Batuan Operasional 

Sekolah (BOS) di SMK YPK Kesatuan Jakarta,” Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 7.2 

(2021), hal 551. 
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1. Bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 

Ajung 02 ? 

2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS 

pada SDN Ajung 02 ? 

3. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS 

pada SDN Ajung 02 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau menggambarkan, 

membuktikan, dan mengembangkan gambaran tentang  apa yang akan dituju 

dalam melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) di sekolah SDN Ajung 02 Kecamatan Ajung Kabupaten jember. 

2. Mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan 

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah SDN Ajung 02 

Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. 

3. Mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan 

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah SDN Ajung 02 

Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memiliki manfaat bagi sejumlah 

pihak, antara lain:  

  

                                                                                                                                                                       
12

 Tim Penyusun, IAIN, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, (Jember, 2020) hal 

45. 
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1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu mengembangkan 

teori akuntansi dan meningkatkan pengetahuan tentang penelitian yang 

akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita 

tentang pengelolaan keuangan sekolah, terutama mengenai 

transparansi dan akuntabilitas dana BOS.  

b. Bagi Akademisi 

Diharapkan bahwa hasil penelitian akan memberi kita lebih 

banyak informasi tentang kemajuan ilmu akuntansi. Rekan-rekan 

mahasiswa dan pihak lain yang melakukan penelitian selanjutnya juga 

dapat menggunakan temuan ini. 

c. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu dalam pembuatan 

kebijakan yang lebih baik untuk memberikan dana bantuan ke 

sekolah. 

E. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman, istilah penelitian harus dijelaskan. 

Beberapa istilah yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut:  
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1. Akuntabilitas 

Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab 

penyelenggaraan kegiatan publik untuk menjelaskan dan menjawab segala 

hal yang berkaitan dengan seluruh proses pengambilan keputusan, serta 

bertanggung jawab atas hasilnya.
13 

 

2. Transparansi 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang 

memiliki akses atau kebebasan untuk mengetahui tentang 

penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, 

proses pembuatan dan pelaksanaannya, dan hasil yang dicapai.
14

 

3. Pengelolaan Keuangan Sekolah 

Pengelolaan keuangan sekolah adalah rangkaian kegiatan yang 

mengontrol keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, 

pembelajaran, pengawasan, serta pertanggung jawaban keuangan 

sekolah.
15

 

  

                                                             
13

 Muhammad Fikri Haikal dan Deasy Maulana, “Akuntabilitas dan Transparansi Dalam 

Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Tallo Makassar,” Jurnal 

Administrasi Negara, 28.1, (2022), hal.92. 
14

 Zulkifli Umar, dkk., “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan 

Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh,” Jurnal Kolegial, 6.2, (2018), hal.138. 
15

 Aznia Minarti, dkk., “Karakteristik Keuangan Sekolah dan Pengawasan Terhadap 

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah kejuruan Di Bengkulu Utara,” Jurnal Fairness, 8.1, 

(2021), hal 21. 
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4. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Dana BOS adalah program pemerintah yang membantu satuan 

pendidikan dasar melaksanakan program wajib belajar melalui dana non-

personal.
16

 

F. Sistematika Pembahasan 

Laporan penelitian ini terdiri dari sistematika pembahasan yang berisi 

tentang penjelasan dari pendahuluan sampai penutup. Penelitian  yang 

digunakan adalah deskriptif analisis. Sistematika pembahasan adalah sebagai 

berikut:  

BAB I Pendahuluan 

Berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. 

BAB II Kajian Pustaka 

Menampilkan tentang kajian pustaka yang terdiri dari penelitian 

terdahulu dan kajian teori, yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisa 

fokus penelitian yaitu Analisis Akuntansi Dan Transparansi Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SDN Ajung 02 Kecamatan Ajung 

Kabupaten Jember. 

 BAB III Metode Penelitian 

Memberikan penjelasan tentang metode peneliti yang digunakan, 

pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap penelitian. 

                                                             
16

 Niken Ayu Hestina dan Dea Melinda, “Kebijakan Kontroversial Mengenai Dana BOS 

2021,” Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan, 7.1, (2022), hal 27. 
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BAB IV Penyajian Data Dan Analisis  

Memberikan tentang gambaran umum, penyajian data dan analisis 

serta pembahasan temuan pada tempat penelitian yaitu SDN Ajung 02 

Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. 

BAB V Penutup  

Kesimpulan jawaban dari rumusan masalah, dan saran diberikan 

kepada lokasi penelitian serta bagi peneliti berikutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang berfungsi 

sebagai tolak ukur dan landasan teoritis untuk melakukan penelitian ini: 

1. Penelitian Holilullah pada skripsinya di IAIN Jember yang berjudul 

“Akuntabilitas Dan transparansi Pelaporan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) Di MTS Satu Atap Salafiyah Al-Royyan kecamatan 

Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2018”. Menggunakan metode 

penelitian kualitatif studi kasus. Dalam skripsi ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan dana 

BOS di MTS tersebut. Berdasarkan hasil penelitian pada MTS SA 

Salafiyah Al Royyan terdapat yang telah memenuhi unsur prinsip 

akuntabilitas, tetapi terdapat juga yang belum memenuhi unsur prinsip 

tersebut, adapun hasil dari penelitian dijelaskan sebagai berikut: a) 

akuntabilitas hukum dan kejujuran, sudah memiliki surat pendirian dari 

Kementerian Agama Kabupaten Jember, b) Akuntabilitas proses, data 

internal dipublikasikan melalui lisan dan tertulis dalam proposal, 

sedangkan untuk pembuplikasian laporan mengenai pengelolaan dana 

belum, c) akuntabilitas program, sudah disusun dan dipublikasikan pada 

program perencanaan. Pada Pelaksanaan, program tidak berjalan sesuai 

dengan perencanaan dan hasil yang diharapkan. Dan untuk untuk 

pengawasan dan penilaian sudah dicatat dan didokumentasikan, d) 



14 
 
 

 
 

Akuntabilitas kebijakan, pada penentuan keputusan dilakukan secara lisan, 

tetapi semua pengurus sekolah sudah terlibat dalam pengambilan 

keputusan. Struktur organisasi kurang terstruktur, e) Akuntabilitas 

finansial, laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK Nomor 45.
16

Dalam 

hal keterbukaan pada MTs belum terdapat informasi yang jelas dan 

lengkap dibuktikan dengan sekolah belum mempunyai email dan laporan 

keuangan sekolah. Pempublikasian yang dilakukan masih menggunakan 

cara manual yaitu lisan dan tertulis.
17

 

2. Penelitian Pankrasia Renya Rosari dalam skripsi di Universitas jember 

dengan judul “Analisis Efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) Di SDN Kepatihan 3 kecamatan Kaliwates Kabupaten 

Jember”. Menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada skripsi ini 

memiliki tujuan untuk: a) mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan 

dana BOS, b) memahami transparansi dan akuntabilitas proses 

pelaksanaan. Hasil dari penelitian ini adalah: dalam hal implementasi 

kebijakan sudah memenuhi Permendikbud RI No 1 Tahun 2018 tentang 

Juknis BOS. Sekolah telah mensosialisasikan pengelolaan dana BOS oleh 

Tim Manajemen BOS Kabupaten jember. Sosialisasi pengelolaan dan 

pembuatan RKAS. Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga sudah 

                                                             
 

17 Holilullah, “Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) Di MTS Satu Atap Salafiyah Al-Royyan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember 2018” 

(Skripsi, IAIN Jember, 2019), hal 36-60.  
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dilaksanakan secara baik. Di lihat dari sisi transparansi terlihat dengan 

adanya kesediaan akses informasi.
18

 

3. Penelitian Ria Yunita, dan Luh Putu Virra Indah Perdanawati dalam 

jurnalnya yang berjudul “Analisis Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi 

Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri (MIN) Klungkung Menggunakan penelitian kualitatif 

dengan pendekatan analisis deskriptif. Bertujuan untuk: 1) untuk 

memahami prinsip akuntabilitas dan transparansi yang untuk mengelola 

bantuan operasional sekolah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 1) Akuntabilitas dilaksanakan baik bisa dilihat pada 

perencanaan dana BOS dengan dibuatnya RKAS selama satu tahun 

anggaran. Penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan peraturan 

pengelolaan BOS. Membuat laporan keuangan adalah bentuk dari 

akuntabilitas tersebut. Pengarsipan dokumen keuangan. 2) Penerapan 

transparansi dilakukan dengan baik perencanaan yang dilakukan secara 

terbuka dengan diikuti oleh seluruh komponen sekolah. Penggunaan 

anggaran tepat. Adanya pemberian informasi mengenai laporan dana BOS 

melalui media online dan non online.
19

 

4. Penelitian Kadek Gita Puspita Saisarani, dan Ni Kadek Sinarwati dalam 

jurnalnya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

                                                             
18

 Pankrasia Renya Rosari, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) di SDN Kepatihan 3 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember” (Skripsi, UNEJ, 

2019), hal 50-59. 
19

 Ria Yunita dan Luh Putu Indah, “Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam 

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 

Klungkung,” Jurnal Manajemen dan Bisnis Equlibirum, 6.2 (2020), hal 196-211. 
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Sekolah (BOS) di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020”. Metode yang 

digunakan adalah kualitatif deskriptif. Tujuan sebagai berikut: a) 

mengetahui proses pengelolaan dana BOS, b) masalah yang dihadapi saat 

mengelola dana BOS dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya. 

Hasil dari penelitian a) pengelolaan dana BOS dibagi empat bagian, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.. Sekolah juga 

melaporkan kepada pihak komite sekolah, mempublikasikan laporan 

realisasi berupa penjelasan di papan pengumuman dan sosialisasi kepada 

wali kelas. b) kendala adalah keterlambatan pencairan dan peraturan yang 

berubah pada pengelolaan dana BOS yang mengakibatkan keterlambatan 

dalam proses pelaporan BOS pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan 

Olahraga Provinsi Bali. Cara untuk mengatasi terkait keterlambatan, pihak 

sekolah melakukan bon kepada pihak yang diminta bekerja sama oleh 

sekolah.
20

 

5. Penelitian Taufiqul Musyrik Arromzi dalam skripsinya di UIN Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember yang berjudul “Akuntabilitas Dan Transparansi 

Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok 

Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep”. Penelitian ini menggunakan 

kualitatif field research (penelitian lapangan). Penelitian bertujuan untuk: 

a) mengetahui pengelolaan dana desa. b) mengetahui tahapan dari 

transparansi dan pertanggungjawaban. c) untuk mengetahui pada 

pengelolaan dana desa  apakah terdapat kendala. Hasil penelitian: a) 

                                                             
20

 Kadek Gita Puspita dan  Ni Kadek Sinarwati, “Analisis  Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah 9BOS) di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020,” Jurnal Ilmiah dan 

Humanika, 11.2 (2021) hal 342. 
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pengelolaan dana desa sudah berdasarkan UU No 113 tahun 2014.  b) 

berdasarkan indikator transparansi desa menyediakan aksesibilitas 

dokumen yaitu adanya pemasangan baliho atau papan informasi di 

beberapa titik wilayah. c) kendala yang dihadapi pengelolaan dana desa 

kurangnya keahlian perencanaan di tingkat desa, sehingga pekerjaan di 

desa banyak yang belum selesai dan  masih terdapat kekeliruan pada 

laporan hasil.
21

 

6. Penelitian Anggit Puteri Septhiningrum, Maion Sumtaky, dan Diana 

Zuhroh dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)”. Penelitian ini menggunakan 

metode campuran yakni adanya penggabungan metode kuantitatif dengan 

kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan 

pendidikan khususnya di Kabupaten Mojokerto, dan dapat bermanfaat 

untuk siswa, guru, serta masyarakat. Selain itu untuk memberikan saran 

kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan 

pendidikan. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan transparansi dan 

akuntabilitas dalam penataan dana BOS SMK/SMA di kabupaten 

Mojokerto berjalan cukup baik dapat dilihat dari adanya keterbukaan 

anggaran, menjalankan  prosedur sesuai dengan Petunjuk Teknis pada 

penggunaan dana di setiap lembaga sekolah. Akuntabilitas dan 

                                                             
21

 Taufiqul Musyrik Arromzi, “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam 

Pengelolaan dana Desa Batuputih Laok Kecamatan batuputih Kabupaten Sumenep,” (Skripsi, UIN 

KHAS Jember, 2023) hal 70-79. 
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transparansi memiliki berpengaruh positif terhadap efektivitas manajemen 

dana BOS.
22

 

7. Penelitian Hasrullah, Dara Ayu Nianty, dan Yuli Permatasari dalam 

jurnalnya yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam 

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamacinna”. Tujuan penelitian adalah 

mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Adapun 

hasil penelitian yaitu pengelolaan dana BOS di MIM Tamacinna sudah 

cukup baik bisa dilihat dari hal perencanaan sudah dilaksanakan dengan 

mengikutsertakan semua komponen sekolah, untuk pelaporan sudah sesuai 

dengan petunjuk teknis. Dalam hal transparansi sudah melakukan. Dapat 

terlihat dari terlibatnya seluruh komponen sekolah dalam perencanaan 

anggaran, akan tetapi dalam hal mempublikasikan pihak sekolah belum 

melakukan. Pihak sekolah akan memberikan informasi jika ada pihak 

tertentu yang membutuhkan.
23

 

8. Penelitian Novi Anggraeni dalam skripsinya di UIN Kiai haji Achmad 

Siddiq Jember yang berjudul “Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan 

Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa 

Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 

2022/2023)”. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan 

                                                             
22

 Anggit Puteri Septhiningrum, dkk., “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS),” Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP), 10.1 (2023) Hal 92-

102. 
23

 Hasrullah, dkk., “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana antuan 

Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamacinna,” Jurnal 

manuver, 1.1 (2023), hal.78. 
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pendekatan studi kasus. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

pemahaman dan pelaksanaan transparansi, akuntabilitas, dan 

responsibilitas pada pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitian 

pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas 

dalam keuangan dana desa sudah bisa dibilang cukup baik, walaupun 

masih ada kendala yaitu terdapat asas pengelolaan yang belum sesuai.
24

 

9. Penelitian Fauzan dan Nurul Setianingrum dalam jurnalnya yang berjudul 

“Implementasi Pengelolaan Dana BOS Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan Di Kabupaten Jember”. Penelitian ini menggunakan teknik in 

dept interview. Penelitian ini bertujuan menguraikan lebih lanjut tentang 

cara pengelolaan dana BOS dan penyebarannya yang dibutuhkan 

masyarakat yang berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember guna 

meningkatkan mutu pendidikan. Hasil dari penelitian ini Dinas terkait 

menjalankan sesuai dengan peraturan pemerintah dan tidak terdapat 

kendala yang sulit pada pendistribusiannya. Untuk membuat pengelolaan 

dana BOS lebih mudah, Dinas Pendidikan Jember juga melakukan 

beberapa langkah seperti: seminar, workshop, dan program-program 

bermanfaat, masyarakat tidak mengalami kesusahan dan merasa sangat 

puas baik dari segi pelayanan maupun bimbingan.
25

 

                                                             
24

 Novi Anggraeni, “Analisis Transparansi, Akuntabiitas, dan Responsibilitas Dalam 

keuangan DanaDesa (Studi Kasus Pada Desa Karang paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten 

Jember Tahun 2022/2023),” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023) hal. 32-40. 
25

 Fauzan dan NurulSetianingrum, “Implementasi Pengelolaan Dana BOS Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabuaoten Jember (Studi Kasus: Dinas Pendidikan Jember),” 

Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas, 9.1 (2023) hal.114. 
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10. Penelitian Mimi Sintia Nodera, Ratih Kusumastuti, & Salman Jumaili 

dalam jurnal yang berjudul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana BOS Sekolah SMAN 7 Merangin Tahun 2021”. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Tujuannya 

menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan 

dana BOS pada SMAN 7 Merangin tahun 2021. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa a) keterbukaan dan pertanggungjawaban berpengaruh 

penting terhadap pengelolaan BOS. b) transparansi dan akuntabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BOS.
26

 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1. Holilullah 

2019 

Akuntabilitas 

Dan 

transparansi 

Pelaporan Dana 

Bantuan 

Operasional 

Sekolah (BOS) 

Di MTS Satu 

Atap Salafiyah 

Al-Royyan 

kecamatan 

Mumbulsari 

Kabupaten 

Jember Tahun 

2018 

a. membahas 

mengenai 

akuntabilitas dan 

transparansi 

pengelolaan 

Dana BOS 

a. metode yang 

digunakan  

2. Pankrasia 

Renya Rosari 

2019 

Analisis 

Efektivitas 

pengelolaan 

Dana Bantuan 

Operasional 

Sekolah (BOS) 

Di SDN 

a. membahas 

pengelolaan dana 

BOS 

b. teori yang 

digunakan  

c. metode 

penelitian yang 

a. objek yang 

diteliti 

b. peraturan yang 

digunakan 

 

 

                                                             
26

 Mimi Sintia Nodera, dkk., “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

BOS Sekolah SMAN 7 Merangin Tahun 2023,” Jurnal Owner, 7.1 (2023) hal 804. 
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Kepatihan 3 

kecamatan 

Kaliwates 

Kabupaten 

Jember 

digunakan 

3. Ria Yunita, 

dan Luh Putu 

Virra Indah 

Perdanawati 

2020 

Analisis Prinsip 

Akuntabilitas 

Dan 

Transparansi 

Dalam 

Pengelolaan 

Dana Bantuan 

Operasional 

Sekolah Pada 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Negeri (MIN) 

Klungkung 

 

a. membahas 

akuntabilitas dan 

transparansi 

pengelolaan dana 

BOS 

b. menggunakan 

metode kualitatif 

a. teknis analisis 

data 

4. Kadek Gita 

Puspita 

Saisarani, dan 

Ni Kadek 

Sinarwati  

2021 

Analisis 

Pengelolaan 

Dana Bantuan 

Operasional 

Sekolah (B0S) 

di SMA Negeri 

4 Singaraja 

Tahun 2020 

a. membahas 

terkait 

pengelolaan dana 

BOS 

b. menggunakan 

metode kualitatif 

c. menggunakan 

analisis data 

yang sama, 

reduksi data, 

peyajian data, 

dan penarikan 

kesimpulan. 

a. penelitian 

berfokus pada 

sistem dan proses 

perencanaan, 

pelaksanaan dan 

pelaporan dana 

BOS sedangkan 

penelitian ini 

berfokus pada 

analisis akuntabitas 

dan transparansi 

pengelolaan dana 

BOS 

b. masih 

menggunakan 

petunjuk teknis 

(Juknis) 

Permendikbud 

Nomor 8 tahun 

2020 

5. Taufiqul 

Musyfik 

Arromzi  

2022 

Akuntabilitas 

Dan 

Transparansi 

Pemerintah 

Dana Desa 

Batuputih Laok 

Kecamatan 

a. membahas 

terkait masalah 

akuntabilitas dan 

transparansi 

dalam 

pengelolaan dana 

pemerintah 

a. obyek yang 

diteliti 

b. metode 

penelitian yang 

digunakan 
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Batuputih 

Kabupaten 

Sumenep 

b. menggunakan 

penelitian 

kualitatif 

6. Anggit Puteri 

Septhiningrum, 

Maion 

Sumtaky, dan 

Diana Zuhroh 

2023 

 

Analisis 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Dana Bantuan 

Operasional 

Sekolah (BOS) 

a. membahas 

terkait 

pengelolaan dana 

Bantuan 

Operasional 

Sekolah (BOS)  

a. objek yang 

diteliti 

b. metode 

penelitian yang 

digunakan 

7. Hasrullah, 

Dara Ayu  

Nianty, dan 

Yuli 

Permatasari 

(2023) 

Analisis 

Akuntabilitas 

Dan 

Transparansi 

Dalam 

Pengelolaan 

Dana Bantuan 

Operasional 

Sekolah (BOS) 

Pada Madrasah 

Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 

Tamacinna 

a. membahas 

terkait 

akuntabilitas dan 

transparansi 

pengelolaan dana 

BOS 

b.mengggunakan 

penelitian 

kualitatif 

a. pengumpulan 

data 

b. penelitian ini 

berfokus pada 

sistem dan proses 

pengelolaan dana 

BOS  

8. Novi 

Anggraeni 

(2023) 

Analisis 

Transparansi, 

Akuntabilitas 

dan 

Responsibilitas 

Dalam 

Keuangan Dana 

Desa (Studi 

Kasus Pada 

Desa Karang 

Paiton 

Kecamatan 

Ledokombo 

Kabupaten 

Jember Tahun 

2022/2023) 

a. membahas 

terkait 

akuntabilitas dan 

transparansi 

pengelolaan dana 

pemerintah 

b. penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif 

a. objek penelitian 

b. pendekatan 

penelitian 

9. Fauzan dan 

Nurul 

Setianingrum 

(2023) 

Implementasi 

Pengelolaan 

Dana BOS 

Dalam 

Meningkatkan 

Mutu 

Pendidikan Di 

 a.  membahas 

terkait 

pengelolaan dana 

BOS 

a. objek yang 

diteliti 

b. penelitian ini 

berfokus pada 

pentingnya 

penyaluran dana 

BOS guna 
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Kabupaten 

Jember 

meningkatkan 

mutu pendidikan di 

Kabupaten Jember. 

10 Mimi Sintia 

Nodera, Ratih 

Kusumastuti, 

dan Salman 

Jumaili (2023) 

Analisis 

Transparansi 

Dan 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Bantuan 

Operasional 

Sekolah SMAN 

7 Merangin 

Tahun 2021 

a. membahas 

mengenai 

akuntabilitas dan 

transparansi BOS 

 

a. metode 

penelitian yang 

digunakan 

b.  metode 

pengumpulan data 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas penerapan akuntabilitas dan 

transparansi sudah dijalankan, tetapi masih banyak kekurangan terutama 

dalam akuntabilitas program dan finansial. Dalam segi transparansi belum 

adanya keterbukaan dan informasi yang lengkap sehingga perlu dilakukan 

penelitian di SDN Ajung 02 Kecamatan Ajung Kabupaten Jember untuk 

mengetahui kendala-kendala yang ada dan solusi yang diharapkan bisa 

meningkatkan kualitas dalam pengelolaan dana BOS. 

B. Kajian Teori 

1. Teori Good Governance 

World Bank dalam Muhammadong mendefinisikan good 

governance sebagai manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung 

jawab yang mematuhi pasar yang efektif dan demokrasi, menghindari 

investasi yang tidak tepat, mencegah korupsi politik dan administrasi, 

mendisiplinkan anggaran, dan menciptakan dasar hukum dan politik 

untuk pertumbuhan bisnis.. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(BAPPENAS), mendefinisikan istilah good governance sudah dikenal di 
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Indonesia pada tahun 1997, pada masa krisis ekonomi. Konsep 

"Pemerintahan yang baik" adalah konsep tentang cara pemerintahan 

berfungsi dengan baik, bersih, demokratis, dan sesuai dengan tujuan 

membangun masyarakat madani. Tidak hanya sebagai sebuah gagasan 

tentang penyelenggaraan pemerintahan, good governance juga adalah 

sebuah ide dan nilai untuk mengatur bagaimana hubungan antara 

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
27

 

Untuk mencapai tujuan mewujudkan tata kepemerintahan yang 

baik, pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat harus melakukan 

tugas masing-masing. Untuk bagian lain pemerintahan, pemerintahan 

(legislatif, eksekutif, dan yudikatif) bertanggung jawab untuk 

menjalankan dan menciptakan lingkungan hukum dan politik yang baik. 

Industri swasta memengaruhi pendapatan dan lapangan kerja. Hubungan 

sosial, ekonomi, dan politik terbentuk ketika masyarakat berfungsi. 

Masing-masing dari ketiga komponen tersebut harus melaksanakan 

fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik.
28

 

Gambar 2.1 
Tiga Pilar Good Governance 

 

 

 

 

Sumber: Arifin Tahir 

                                                             
27

 Muhammadong, Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam, (Makassar: Edukasi 

Mitra Grafika, 2017) hal 93-94. 
28

 Arifin Tahir, Kebijakan Publik dan Good Governancy, (Gorontalo: 2018) hal.144. 

Pemerintah 

Masyarakat swasta 
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Dari sudut pandang hukum Islam, good governance didefinisikan 

sebagai ijtihad untuk mencapai manfaat. Salah satu masalahnya adalah 

bagaimana menerapkan manajemen pembangunan yang sehat dan 

bertanggung jawab yang didasarkan pada demokrasi dan pasar yang 

efisien; menghindari alokasi dana investasi yang salah; penerapan disiplin 

anggaran; dan pembentukan kerangka hukum dan politik untuk 

pengembangan bisnis. Dari hal hukum, definisi good governance belum 

menemukan rumusan yang baku. Terdapat ayat menunjukkan adanya 

masalah good governance dalam ajaran Islam.
29

 

Hal ini dapat dilihat dalam Surah Al-Hajj/QS.22:41 

وةَََوَاّٰتَ واَُالصَّلّٰوةَََاقََامُواَالَارضََِفََِمَّكَّن ّٰهُمَاِنَنََالََّذِي عرُوفََِوَامََرُواَالزَّكّٰ
َ
نكَرََِعَنََِوَنَ هَواَباِلم

ُ
 ؕ  الم

 مُورَِوَللِ ّٰهَِعَاقِبَةَُالاَُ

Artinya: orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di 

muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan 

zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang 

mungkar dan kepada Allahlah kembali segala urusan.
30

 

 

Ayat ini menunjukkan adanya permasalahan good governance 

menurut fiqh, karena penggunaan kekuasaan dalam pengelolaan 

pembangunan bertujuan untuk (1) menciptakan suasana yang kondusif 

bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan kerohanian, (2) 

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi, dan (3) 

menciptakan stabilitas keputusan politik dan keamanan melalui amar 

ma'ruf nahi munkar. 

                                                             
29

 Sri Warjiyati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Pelayanan 

Publik,” Jurnal Hukum Islam, 18.1 (2018) hal 128. 
30

 Mushaf Aminah, hal.337. 
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Good governance adalah serangkaian tanggung jawab, praktik, 

kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk 

memberikan arahan strategis untuk memastikan bahwa tujuan tercapai 

dan sumber daya digunakan secara bertanggung jawab. Tata kelola yang 

baik membantu institusi pendidikan dengan membantu mereka mengelola 

sumber daya mereka sehingga mereka dapat memberikan pendidikan 

yang baik. Pengelolaan sekolah berdasarkan pada keputusan dan tanggung 

jawab yang berkaitan dengan pendidikan siswa. Good school governance  

yang berprinsip dapat mencakup: meningkatkan kepemimpinan, 

pengambilan keputusan dan visi strategis, meningkatkan mekanisme 

pemantauan dan manajemen risiko, serta membangun kepercayaan 

dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal seperti siswa, guru, 

staf non-pengajar, orang tua, departemen pendidikan negara bagian dan 

provinsi serta masyarakat lokal di lingkungan sekolah, memastikan 

komitmen mitra utama dan meyakinkan pemangku kepentingan bahwa 

organisasi dikelola dengan tepat dan bertanggung jawab. 

Mengintegrasikan tata kelola yang baik bertujuan untuk meningkatkan 

metode pelayanan untuk mencegah penipuan dan tata kelola yang buruk 

serta untuk mendorong pengambilan keputusan yang rasional.
31

 

Kunci utama menerapkan good governance adalah pemahaman 

atas prinsip-prinsip didalamnya. Berdasarkan United Nation Development 

Program (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola 

                                                             
31

 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Good School Gove Untuk 

peningkatan Kinerja Sekolah Vakasional (2019), hal. 73-76. 
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Pemerintahan yang Baik (good governance) antara lain : 1)Partisipasi; 2) 

Kepastian Hukum; 3) Transparansi; 4) Tanggung Jawab; 5) Berorientasi 

Konsensus; 6) Berkeadilan; 7) Efektivitas dan Efisiensi; 8) Akuntabilitas; 

9) Visi Strategi.
32

 

2. Akuntabilitas 

a. Pengertian Akuntabilitas 

Di Indonesia, akuntabilitas sudah lama ada. Hampir semua 

lembaga pemerintah menekankan konsep ini, terutama dalam 

menjalankan fungsi administratif pemerintahan.  Akuntabilitas 

menurut Darwin dalam Muhammad adalah pertanggungjawaban atas 

sifat, sikap, perilaku dan kebijakan selama menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya kepada masyarakat. Menurut ilmu administrasi, 

akuntabilitas digambarkan oleh Candler dan Plano akuntabilitas 

adalah suatu checks and balances dalam sistem administrasi. 

Akuntabilitas berarti menyelenggarakan perhitungan sumber daya 

atau kewenangan yang digunakan. Akuntabilitas menekankan pada 

formalisasi dan legalisasi. Oleh karena itu, akuntabilitas ditekankan 

pada responsivitas dan kemampuan untuk mencapai tujuan kebijakan 

secara efisien dan efektif.
33

 

Dalam pandangan Islam, Akuntabilitas bukan hanya 

hubungan pertanggungjawaban yang melibatkan hubungan antara 

                                                             
32

 Jamaludin Madjid, Akuntansi Sektor Publik, (Gowa:Pusaka Almaida, 2019), hal. 21-22. 
33

 Muhammad, Birokrasi (Kajian, Teori Menuju Good Governance) (Lhoksemawe:Unimal 

Press, 2018), hal.82. 



28 
 
 

 
 

manajemen suatu organisasi dan para pemangku kepentingannya, 

seperti sumber daya keuangannya, pemerintah, dan masyarakat 

secara keseluruhan, serta hubungan antara manajemen dan Tuhan, 

pemilik utama segalanya. Akuntabilitas dilakukan bukan hanya untuk 

memenuhi hukum akuntabilitas, tetapi juga untuk menjalin hubungan 

dengan Sang pencipta.
34

 

Berikut merupakan Surat Al-Qur’an yang menjelaskan 

tentang akuntabilitas: 

ََبِدَيْنَ َتَدَايَ نْتُمََْاِذَاَاّٰمَنُ وْاَالَّذِيْنَََايَ ُّهَايّٰ نَكُمََْوَلْيَكْتُبََْؕ  فَاكْتبُُ وْهََُمُّسَمًّىَاَجَلَ َاِلّٰ َكَاتِبَ َب َّي ْ
َعَلَيْهََِالَّذِيََْوَلْيُمْلِلََِؕ  فَ لْيَكْتُبََْالل ّٰهََُعَلَّمَهََُكَمَاَيَّكْتُبَََانَََْكَاتِبَ َيأَْبَََوَلَاََؕ  باِلْعَدْلَِ
َشَيْ  ًٔا رَبَّهَالل ّٰهَََوَلْيَتَّقََِالَْْقَُّ َمِنْهُ َيَ بْخَسْ َاوَََْسَفِي ْهًٔاَالَْْقََُّعَلَيْهََِالَّذِيََْكَانَََفَاِنََْؕ  وَلَا

لَََّانَََْيَسْتَطِيْعََُلَاََاوَََْضَعِي ْفًٔا َمِنََْؕ  باِلْعَدْلَِ وَليُِّهَفَ لْيُمْلِلََْهُوَََيُُِّّ َشَهِيْدَيْنِ وَاسْتَشْهِدُوْا
اءََِمِنَََتَ رْضَوْنَََمَِّنََْوَّامْرَاتَّٰنََِفَ رَجُلَ َرَجُلَيََِْيَكُوْناََلَََّّْنَْفَاََِؕ  رِّجَالِكُمَْ َتَضِلَََّاَنََْالشُّهَدََۤ
ىهُمَا ىهُمَاَفَ تُذكَِّرَََاِحْدّٰ اءََُيأَْبَََوَلَاََؕ  الْاُخْرّٰىَاِحْدّٰ َانَََْاوَلَاَتَسْ  مَُوََْؕ  َدُعُوْاَمَاَاِذَاَالشُّهَدََۤ
َ ؕ  اَجَلِهَاِلََّٰبِي ْرًٔاكَََاوَََْصَغِي ْرًٔاَتَكْتبُُ وْهَُ َوَادَْنّٰٰ َللِشَّهَادَةِ َوَاقَْ وَمُ َالل ّٰهِ َاقَْسَطَُعِنْدَ لِكُمْ َالاََّذّٰ
نَكُمََْتدُِيْ رُوْنَ هَاَحَاضِرَةًَٔتَِِارَةًَٔتَكُوْنَََانَََْؕ  اِلاَََّاؕ  تَ رْتاَبُ وَْ َعَلَيْكََُفَ لَيْسَََبَ ي ْ َالاَّ َجُنَاح  مْ

 فَاِنَّهَتَ فْعَلُوْاَوَاِنََْؕ  ەَشَهِيْدَ َوَّلَاََكَاتِبَ َيُضَاَۤرَََّوَلَاََؕ  َيَ عْتُمَْتَ بَاَاِذَاَوَاَشْهِدُوْاَؕ  تَكْتبُُ وْهَا
َ  عَلِيْمَ َشَيْءَ َبِكُلََِّوَالل ّٰهََُؕ  َالل ّٰهََُوَيُ عَلِّمُكُمََُؕ  َالل ّٰهَََوَات َّقُواَؕ  َبِكُمَْفُسُوْق 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 

melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang 

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya 

sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka 

hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang 

                                                             
34

 Atep Hendang Waluya dan Aforisma Mualauddin, “Akuntansi: Akuntabilitas dan 

Transparansi Dala Q.S Al Baqaeah (2):282-284,” Jurnal Muamalatuna, 12.1 hal 21. 
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berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa 

kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi 

sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang 

kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu 

mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya 

mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 

dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada 

(saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki 

dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu 

sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang 

lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan 

janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan 

janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas 

waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang 

demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat 

menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu 

kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 

maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak 

menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual 

beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. 

Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu 

suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, 

Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.” (QS Al-Baqarah: 282).
35

 

 

Dalam ayat diatas memerintahkan para muslim dalam 

melaksanakan transaksi muamalah untuk menulis atau mencatat 

secara tertulis dan terdapat saksi dengan tujuan keadilan dan 

akuntabilitas.  

b. Jenis dan Indikator Akuntabilitas 

1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum 

Lembaga publik bertanggung jawab untuk berperilaku 

jujur dan mematuhi hukum yang berlaku saat bekerja. 

                                                             
35

 Aminah, hal.48. 
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Penggunaan dana publik harus dilakukan dengan izin dan tepat. 

Indikator akuntabilitas kejujuran dan hukum: 

a) Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Akuntabilitas kinerja 

pelayanan publik dapat dilihat melalui prosedur yaitu: tingkat 

ketelitian (akurasi), profesionalisme petugas, kelengkapan 

sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan 

kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan 

kedisiplinan. 

b) Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik Biaya pelayanan 

dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

c) Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik Persyaratan teknis dan 

administratif harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi 

kualitas dan keabsahan produk pelayanan, dan harus jelas. 

2) Akuntabilitas Manajerial (managerial accountability). 

Pertanggungjawaban lembaga publik untuk mengelola organisasi 

secara efisien dan efektif. Indikator akuntabilitas manajerial : 

a) Peran yang Jelas: Hubungan akuntabilitas yang efektif hanya 

dapat terjadi ketika peran dan tanggung jawab masing-masing 

pihak dalam hubungan didefinisikan dengan jelas. 

b) Tujuan dan hasil yang jelas. 

c) Pelaporan yang dapat diandalkan, laporan kinerja yang 

didasarkan pada data yang akurat. 
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d) Ulasan dan penyesuaian ada tindak lanjut.
36

 

3) Akuntabilitas Program (program accountability) 

Akuntabilitas program berarti bahwa program organisasi harus 

sangat baik untuk mendukung strategi dan mencapai tujuan, misi, 

dan visi organisasi serta pencapaiannya.. Indikator akuntabilitas 

program: 

a) Hasil dari program yang dijalankan 

b) Adanya kesesuaian antara target dan tujuan. 

c) Tujuan dan sasaran program ysng jelas. 

4) Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability). Akuntabilitas 

kebijakan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-

kebijakan yang diambil. Dalam membuat kebijakan harus 

mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa 

kebijakan tersebut itu diambil siapa sasarannya, pemangku 

kepentingan mana yang akan terpengaruh dan memperoleh 

manfaat atas kebijakan tersebut. Indikator akuntabilitas kebijakan: 

a) Akuntabilitas Keatas (Upward Accountability) Menunjukkan 

bahwa pimpinan puncak dalam bagian tertentu harus 

melaporkan kepada pimpinan eksekutif. 

b) Akuntabilitas Keluar (Outward Accountability) tanggung 

jawab pimpinan untuk melaporkan, berkonsultasi, dan 

menanggapi kelompok klien dan stakeholder. 
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(Gowa: CV. Berkah Utami, 2021) hal 23-24. 
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c) Akuntabilitas Kebawah (Downward) menunjukkan bahwa 

pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu 

berkomunikasi dan menyampaikan kebijakan kepada 

bawahannya karena kebijakan apa pun yang baik hanya akan 

berhasil jika seluruh staf memahaminya dan menerapkannya. 

5) Akuntabilitas Finansial (financial accountability), tanggung 

jawab lembaga publik untuk menggunakan dana publik dengan 

cara yang ekonomis, efisien, dan efektif, serta mencegah 

pemborosan dan korupsi. Dalam akuntabilitas keuangan, 

anggaran dan keuangan sangat penting. Indikator dari 

akuntabilitas finansial adalah: 

a) Integritas keuangan. Laporan keuangan yang menunjukkan 

keadaan sebenarnya tanpa ada yang sembunyikan. 

b) Pengungkapan. Konsep pengungkapan, laporan keuangan 

harus didesain dan disajikan sebagai representasi atau 

kenyataan dari semua proses kejadian atau aktivitas organisasi 

selama suatu periode yang berisi informasi. Dengan 

melakukan pencatatan terhadap semua transaksi akan lebih 

mudah mempertanggungjawabkannya. 

c) Ketaatan. Ketaatan terhadap peraturan dalam proses 

pencatatan keuangan yang sesuai.
37
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c. Tujuan Akuntabilitas 

1) Memberikan kontrol demokratis (peran demokrasi) dengan 

membangun sistem yang melibatkan stakeholder dan pengguna 

yang lebih luas (termasuk pihak swasta, publik, legislatif, 

yudikatif, dan pemerintah sendiri); 

2) Menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran 

konstitusional);  

3) Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
38

 

3. Transparansi 

a. Pengertian Transparansi 

Transparansi (transparency) menurut harfiah adalah jelas 

(obvious), dapat dilihat secara menyeluruh (able to be seen through). 

Jadi transparansi adalah keterbukaan tentang bagaimana suatu 

tindakan dilakukan. Transparansi adalah salah satu faktor untuk 

menciptakan Good Governance. Adanya transparansi pada kebijakan 

dan keputusan di lingkungan organisasi dan pemerintahan, maka 

keadilan (fairness) dapat tumbuh. Transparansi adalah prinsip yang 

menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk 

dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan yang 

dilaksanakan oleh pemerintahan seperti tentang suatu kebijakan, 

prosedur pembuatan dan pelaksanaan program dan hasilnya.
39
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Prinsip dasar transparansi adalah dapat memberikan informasi 

(iktibar) kepada pihak-pihak berkepentingan. Transparansi 

mengandung unsur pengungkapan (disclosure), dan penyediaan 

informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat 

diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan 

atau masyarakat. Transparansi dibangun atas nilai nilai kejujuran. 

Kejujuran tidak dapat dinilai semata-mata dari ucapan dan perbuatan, 

karena yang tahu diri kita jujur atau dusta, yakni diri kita sendiri dan 

Allah SWT. Selain terbanggunnya tindakan transparansi 

implementasi konsep jujur akan menguatkan terlaksananya prinsip 

nilai akuntabilitas.
40

 

Konsep transparansi dalam ajaran Islam terkait dengan sifat 

perlindungan Nabi Muhammad SAW. Muhammad Syafi’i Antonio 

menegaskan bahwa prophetic volue of business and management 

yang ada pada diri Rasulullah SAW diantaranya, Shiddiq (benar), 

Amanah (kepercayaan, tanggung jawab), Fathonah (pemimpin yang 

cerdas), dan Tabligh (komunikatif). Kejujuran adalah bagian penting 

dari transparansi. Surah berikut memberikan penjelasan tentang 

transparansi:
41

 

كَِلْتُمَْوَزنُِ وْاَباِلْقِسْطاَسَِالْمُسْتَقِيْمَِ  تَأْوِيْلًََٔوَّاَحْسَنََُخَي ْرَ َذّٰلِكَََؕ  وَاوَْفُواَالْكَيْلََاِذَا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih 
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 Fauzan, Prophetic Governance (Jember, UIN KHAS Press, 2022), hal 133-138. 
41
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Islam,” Jurnal Dalrev, 4.2 (2021) hal.78. 
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utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Is’ra : 

35)
42

 

 

Allah berfirman hendaklah kamu sempurnakan takaran 

apabila kamu menakar dan janganlah sekali-kali kamu berlaku 

curang dalam takaran untuk menambah keuntungan dengan 

merugikan orang lain, demikian pula kamu harus berlaku jujur dan 

adil jika menimbang dengan menggunakan neraca yang benar. Sikap 

dan cara yang demikian itu adalah yang lebih baik bagi kamu di 

dunia maupun di akhirat. 

b. Tujuan Transparansi 

Transparansi bertujuan untuk: 

1) Meningkatkan komunikasi dan kerja sama kelompok internal dan 

eksternal; 

2) Mencegah pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam 

pengambilan keputusan; 

3)  Meningkatkan tanggung jawab atas pengambilan keputusan;  

4) Meningkatkan kepercayaan terhadap pimpinan.
43

 

4. Indikator Transparansi 

a. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.  

Adanya peraturan perundangan yang mengatur transparansi, 

ada kerangka hukum yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab 

untuk semua elemen penting dan manajemen fiskal, adanya 
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pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing 

tingkatan pemerintah, adanya dasar hukum untuk pemungutan pajak, 

adanya dasar hukum untuk pertanggungjawaban keuangan, dan 

adanya otoritas pemerinah pajak untuk memungut pajak. 

b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran. 

Dapat dilihat dari adanya transparansi dalam proses anggaran, 

diumumkannya setiap kebijakan anggaran, publikasi laporan 

anggaran, yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang, ada 

sistem peringatan dini dalam kasus keputusan anggaran atau eksekusi 

yang buruk. 

c. Adanya audit yang independen dan efektif.  

Hal ini bisa dilihat dari adanya lembaga audit yang independen 

dan efektif, adanya sistem peringatan dini dalam kasus buruknya 

eksekusi atau keputusan anggaran, dan adanya kantor statistik yang 

akurasi datanya akurat. Proses audit pada pengelolaan Dana BOS 

dilakukan oleh aparatur pemerintah, seperti Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK), Kepolisian, dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud. 
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d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan 

anggaran.  

Hal ini dapat Adanya akses ke informasi yang terbuka selama 

proses penganggaran dan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk 

berpartisipasi dalam proses tersebut.
44

 

5. Pengelolaan Dana BOS 

a. Pengelolaan keuangan Sekolah 

Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan Pengelolaan 

keuangan mengacu pada manajemen dan ketatausahaan sumber daya 

keuangan, termasuk pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, 

pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dana BOS adalah program yang 

didanai oleh pemerintah untuk membantu lembaga pendidikan di 

Indonesia dalam memberikan pembelajaran yang lebih baik Bantuan 

yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana. Dana 

tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, mulai 

dari perawatan dan perbaikan fasilitas dan prasarana sekolah hingga 

pembelian perangkat elektronik yang membantu proses belajar 

mengajar. 

Pengelolaan keuangan sekolah yang dilakukan oleh 

profesional memungkinkan organisasi pendidikan berkembang secara 

optimal dan pada akhirnya diharapkan dapat mendukung pendidikan 

yang berkualitas tinggi. Sekolah tidak bertujuan untuk menghasilkan 

                                                             
44

 Roberthus Setyanto, dkk., “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang,” JMM UNRAM, 11.3 (2023), hal 228-238.  



38 
 
 

 
 

uang. Oleh karena itu, setiap uang yang diterima sekolah harus 

digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan 

pendidikan.
45

 

b. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Dana BOS adalah program yang didanai oleh pemerintah 

untuk membantu lembaga pendidikan di Indonesia dalam 

memberikan pembelajaran yang lebih baik Bantuan yang diberikan 

melalui dana BOS yakni berbentuk dana. Dana tersebut dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, mulai dari perawatan 

dan perbaikan fasilitas dan prasarana sekolah hingga pembelian 

perangkat elektronik yang membantu proses belajar mengajar.
46

 

c. Penerima Dana BOS 

1) Memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik. 

2)  Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi 

Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling 

lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. 

3) Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat 

4) Memiliki rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan 

Pendidikan. 

5) Tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama. 

                                                             
45

 Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan, Pengelolan Keuangan Sekolah, (Jakarta: 
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6) Tidak merupakan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh 

Kementerian atau lembaga lain.
47

 

d. Besaran Alokasi Dana BOS 

1) Besaran alokasi Dana BOS Reguler, dihitung berdasarkan besaran 

satuan biaya Dana BOS Reguler masing-masing daerah dikalikan 

dengan jumlah peserta didik. Satuan biaya Dana BOS pada 

masing-masing daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

2) Besaran alokasi Dana BOS Kinerja ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri.
48

 

e. Komponen Penggunaan Dana BOS 

1) Penerimaan Peserta Didik baru 

2) Pengembangan perpustakaan 

3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler 

4) Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran 

5) Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah 

6) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan 

7) Pembiayaan langganan daya dan jasa 

8) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah 

9) Penyediaan alat multimedia pembelajaran 

10) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian 

                                                             
47

 KemendikbudRistek, Undang-undang Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis 

Pengelolaan Dana BOS, pasal 5. 
48

 KemendibudRistek, pasal 6. 



40 
 
 

 
 

11) Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan 

lulusan 

12) Pembayaran honor
49

 

f. Teknis Pengelolaan Dana BOS 

1) Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS 

Anggaran merupakan perencanaan yang dirumuskan berbentuk 

rupiah pada periode tertentu serta mengalokasikan sumber dana 

pada setiap rangkaian kegiatan. Anggaran berperan penting dalam 

setiap kegiatan sekolah mulai dari perencanaan, pengendalian dan 

evaluasi. Perencanaan adalah proses persiapan tindakan untuk 

mencapai tujuan. Pada sekolah, setiap tahun menyusun Rencana 

Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk menunjukkan 

bagaimana pendapatan dan perencanaan pengeluaran biaya untuk 

kebutuhan operasional sekolah. Salah satu indikator utama dalam 

mengembangkan sekolah di masa depan adalah perencanan 

kegiatan anggaran sekolah. Perumusan diawali dari perencanaan 

kegiatan atau program yang telah direncanakan. Selanjutnya 

memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk 

mengimplementasikan kegiatan tersebut dan bagaimana dana 

tersebut dialokasikan.  Melalui perencanaan, anggaran berfungsi 

sebagai alat penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan 
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sistematis dan efektif.
50

 Berikut merupakan langkah-langkah 

perencanaan pada pengelolaan Dana BOS: 

a) Perencanaan dan penganggaran Dana BOS dilakukan sebelum 

Satuan Pendidikan menggunakan Dana BOS. 

b) Perencanaan dan penganggaran Dana BOS disusun untuk satu 

(1) tahun anggaran dalam dokumen RKAS. 

c) Penyusunan dokumen RKAS dilakukan berdasarkan: a) 

kebutuhan Satuan Pendidikan, b) hasil evaluasi diri pada 

profil Satuan Pendidikan. 

d) Penyusunan dokumen RKAS dilakukan untuk menentukan: a) 

komponen penggunaan Dana BOSP yang digunakan; b) 

rincian komponen pembiayaan yang dibutuhkan, c) rincian 

barang atau jasa kebutuhan; d) satuan harga dan volume yang 

menjadi basis penganggaran. 

e) Penyusunan dokumen RKAS dilakukan melalui rapat 

penyusunan dokumen RKAS dengan melibatkan warga 

Satuan pendidikan dan Komite Sekolah. 

f) Hasil penyusunan dokumen RKAS di input atau dituangkan 

ke dalam aplikasi kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan 

yang disediakan oleh Kementerian. 
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2) Tahapan Pelaksanaan Penatausahaan Dana BOS 

a) Penggunaan dan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sesuai 

dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Dana BOS 

yang telah di input pada aplikasi yang disediakan oleh 

Kementerian. 

b) Setiap penggunaan Dana BOS oleh Satuan Pendidikan dicatat 

secara lengkap yang disertai dengan bukti-bukti pendukung, 

termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang atau 

jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai pengadaan barang atau jasa oleh Satuan Pendidikan. 

c) Penginputan penggunaan dana dalam aplikasi rencana 

kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan dapat dilakukan 

setiap waktu oleh Satuan Pendidikan. 

3) Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS 

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam 

pelaksanaan program BOS, masing-masing pengelola program di 

tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sekolah) 

diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan kepada pihak terkait 

Adapun proses pelaporan bagi sekolah diuraikan sebagai berikut: 

a) Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS disusun 

berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan Dana BOS 



43 
 
 

 
 

b) Pelaporan dan pertanggungjawaban termasuk pemeriksaan 

dan verifikasi atas penyelesaian pengadaan barang atau jasa 

dan penggunaan dana tahun berkenaan. 

c) Bentuk dokumen laporan dan pertanggungjawaban tercantum 

dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan 

Pendidikan yang diselenggarakan Kementerian. 

d) Laporan dan pertanggungjawaban Dana diverifikasi, 

divalidasi, dan disampaikan oleh Satuan Pendidikan melalui 

aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan 

yang disediakan oleh Kementerian. 

e) Satuan Pendidikan bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan terhadap laporan dan 

pertanggungjawaban dana Satuan Pendidikan.
51

 

g. Penyaluran Dana BOS 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia PMK 204/07/2022 yaitu: “Berdasarkan hasil verifikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan 

menyampaikan rekomendasi penyaluran DANA BOS Reguler, 

Dana BOP PAUD Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler 

kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a) Paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan untuk 

penyaluran tahap 1. 

b) Paling lambat 31 Oktober tahun anggaran berjalan untuk 

penyaluran tahap 2.
52

 

Tabel 2.2 

Penyaluran Dana BOS 

Jenis Dana Tahap 

Penyaluran Batas Akhir 

Dana BOS Reguler 
Tahap 1 Januari-Juni 

Dana BOS Reguler Tahap 2 Juli-Oktober 

Sumber: KemendikbudRistek 2022 

h. Pertanggungjawaban Keuangan 

1) Pembukuan 

Sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan 

peraturan perundangan tentang penatausahaan dan 

pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan, dalam 

pengelolaan program dan dana BOS sekolah harus menyusun 

pembukuan secara lengkap. Adapun pembukuan dan dokumen 

pendukung yang harus disusun oleh sekolah adalah sebagaimana 

penjelasan berikut. 
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23 September 2023, 

https://pusatinformasi.rkas.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/16034034735897-Perubahan-

Mekanisme-dan-Syarat-Penyaluran-Dana-BOSP-Reguler . 

https://pusatinformasi.rkas.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/16034034735897-Perubahan-Mekanisme-dan-Syarat-Penyaluran-Dana-BOSP-Reguler
https://pusatinformasi.rkas.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/16034034735897-Perubahan-Mekanisme-dan-Syarat-Penyaluran-Dana-BOSP-Reguler


45 
 
 

 
 

a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 

RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah 

dan khusus untuk sekolah swasta ditambah ketua yayasan, 

dan dibuat setahun sekali pada awal Tahun Pelajaran, namun 

demikian perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh 

karena itu sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang 

dirinci tiap semester. RKAS harus dilengkapi dengan rencana 

penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan tiga 

bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah. 

b) Buku Kas Umum 

Buku Kas Umum ini disusun untuk masing-masing rekening 

bank yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam Buku 

Kas Umum meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang 

berhubungan dengan pihak ketiga: 

c) Buku Pembantu Kas 

Buku ini harus mencatat setiap transaksi tunai dan 

ditandatangani oleh Pemegang Kas Sekolah dan Kepala 

Sekolah. 

d) Buku Pembantu Bank 

Buku ini harus mencatat setiap transaksi melalui bank (baik 

cek, giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Pemegang 

Kas Sekolah dan Kepala Sekolah. 
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e) Buku Pembantu Pajak 

Buku pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi 

yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan 

penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak. 

f) Bukti pengeluaran 

Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti 

kuitansi yang sah; Bukti pengeluaran uang dalam jumlah 

tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan 

peraturan dan perundangan yang berlaku mengenai bea 

materai; Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan 

terinci sesuai dengan peruntukannya; Uraian tentang jenis 

barang/jasa yang di bayar dapat di pisah dalam bentuk faktur 

sebagai lampiran kuitansi; Setiap bukti pembayaran harus 

disetujui Kepala Sekolah dan lunas di bayar oleh Pemegang 

Kas Sekolah; Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan 

oleh Pemegang Kas Sekolah sebagai bahan bukti dan bahan 

laporan. 

2) Pelaporan 

Sekolah harus menyusun laporan secara lengkap dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a) Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana 

Laporan ini disusun berdasarkan Buku Kas Umum dari semua 

sumber dana yang dikelola sekolah pada periode yang sama. 
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Laporan ini dibuat setiap triwulan dan ditandatangani oleh 

Pemegang Kas Sekolah, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. 

Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan 

tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang 

diterima telah digunakan sesuai NPH BOS. Bukti pengeluaran 

yang sah di simpan dan dipergunakan oleh penerima hibah 

selaku obyek pemeriksaan. 

b) Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS 

Laporan ini merupakan rekapitulasi penggunaan dana BOS 

berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen 

pembiayaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan 

adalah seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari 

dana BOS yang diterima sekolah pada tahun berjalan. Sisa 

dana BOS tahun sebelumnya tidak dilaporkan pada laporan 

BOS tahun ini, akan tetapi tetap tercatat sebagai penerimaan 

sekolah dari sumber lain-lain dan tetap tercatat penggunaannya 

pada pembukuan anggaran sekolah. 

c) Laporan ke Dinas Pendidikan 

Selain laporan yang disimpan di sekolah sebagai bahan 

pemeriksaan dan audit, Tim BOS Sekolah juga harus 

menyampaikan dokumen laporan kepada Tim BOS Kabupaten/ 

Kota (sekolah jenjang pendidikan dasar) atau Tim BOS 
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Provinsi (sekolah jenjang pendidikan menengah dan sekolah 

luar biasa).  

d) Laporan Online ke Laman BOS 

Selain laporan berupa dokumen cetak yang disampaikan ke 

Dinas Pendidikan, Tim BOS Sekolah harus menyampaikan 

pula laporan penggunaan dana secara online ke laman BOS. 

Informasi penggunaan dana yang disampaikan sebagai laporan 

online adalah informasi yang didapat dari laporan rekapitulasi 

penggunaan dana BOS tiap triwulan. Laporan ini harus di 

unggah ke laman BOS setiap triwulan pada awal triwulan 

berikutnya.
53

 

i. Larangan Penggunaan Dana BOS 

Sekolah tidak boleh menggunakan dana BOS untuk: 

1) Disimpan dengan maksud dibungakan. 

2) Dipinjamkan kepada pihak lain. 

3) Membeli software atau perangkat lunak untuk pelaporan keuangan 

BOS atau software sejenis. 

4) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, antara 

lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya. 

5) Membayar iuran kegiatan diselenggarakan oleh UPTD 

kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya. 

6) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru. 
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Tahun 2020 tentang Prtunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler,” 



49 
 
 

 
 

7) Membiayai akomodasi untuk kegiatan  

8) Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk 

kepentingan pribadi (bukan investasi sekolah). 

9) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. 

10) Membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SMP yang 

belum memiliki prasarana jamban/wc dan/atau kantin sehat. 

11) Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang 

tidak mendukung proses pembelajaran. 

12) Menanamkan saham. 

13) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana 

pemerintah pusat/pemerintah daerah atau sumber lainnya. 

14) Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar 

nasional, dan membiayai penyelenggaraan upacara/acara 

keagamaan. 

15) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti 

pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/ 

perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar 

dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan atau Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan.
54
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pengertian penelitian 

kualitatif menurut Anderson dalam Fauzi adalah penelitian yang mencakup 

mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi numerik yang 

sulit dipecah menjadi angka. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif. Menurut Kim, Sefcik, dan Bradway, metode deskriptif kualitatif 

adalah metode penelitian yang penting untuk menjawab pertanyaan penelitian 

yang berfokus pada siapa, apa, dan di mana peristiwa atau pengalaman terjadi, 

serta mendapatkan data langsung dari informan tentang fenomena yang kurang 

dipahami.
55

  

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SDN Ajung 02 yang beralamatkan Jl. Raung 

No.153 Klanceng Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Penelitian ini 

berfokus pada bagaimana bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam 

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

C. Subyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive, yang berarti subjeknya 

dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan khusus.
56

 Subjek penelitian ini 

adalah Bapak Purwono selaku Kepala Sekolah, Ibu Ratna  Nuraini selaku 
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 Ahmad Fauzy, dkk., Metodologi Penelitian (Banyumas: CV.Pena Persada, 2022) hal 24-

25. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: ALFABETA, 
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Bendahara BOS, Ibu Novita selaku Komite Sekolah dan Ibu Wiwin salah satu 

Guru. Objek penelitian adalah hal yang dikaji pada penelitian, dan merupakan 

suatu permasalahan yang dijadikan sumber topik untuk penelitian. Data yang 

berkaitan dengan pengelolaan dana BOS termasuk laporan keuangan dana 

BOS dan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ialah langkah strategis pada penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian ialah memperoleh data. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yg 

tepat.  

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dengan melakukan pencatatan 

sistematis terhadap hal-hal yang diteliti. Dalam menggunakan teknik 

observasi yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan sipeneliti. 

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau 

cara mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan pada 

aktivitas yang sedang terjadi.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab langsung antara 

dua atau lebih orang dengan tujuan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang 

diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan). Wawancara 

yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
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a. Mengenai sejarah berdirinya SDN Ajung 02 di Kecamatan Ajung 

Kabupaten Jember 

b. Mengenai pengelolaan dana BOS di SDN Ajung 02 

c. Mengenai penerapan akuntabilitas pada pengelolaan dana BOS di SDN 

Ajung 02 

d. Mengenai penerapan transparansi pada pengelolaan dana BOS di SDN 

Ajung 02 

3. Dokumentasi 

Kata "dokumentasi" berasal dari kata "dokumen", yang berarti 

"benda tertulis". Metode dokumentasi mengumpulkan data dengan 

mencatat data sebelumnya. Metode dokumentasi biasanya dianggap 

sebagai data sekunder.
57

 

E. Analisis Data 

1. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan 

observasi, wawancara, dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya 

(triangulasi). Banyak data dikumpulkan karena pengumpulannya berhari-

hari, bahkan berbulan-bulan.   Pada tahap awal, penelitian melakukan 

peninjauan secara umum terhadap situasi sosial objek yang diteliti. Semua 

yang dilihat dan didengar dicatat, jadi peneliti akan memperoleh banyak 

data yang sangat bervariasi. 
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2. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang dikumpulkan dari lapangan harus dicatat dengan teliti 

dan rinci. Oleh karena itu, data harus segera dianalisis dengan 

menguranginya. Mereduksi data berarti mencari tema dan polanya, 

merangkum, memilih, dan memfokuskan pada yang penting. 

3. Data Display (Penyajian Data) 

Penelitian kualitatif dapat menyajikan data dalam bentuk bagan, 

uraian singkat, diagram flowchart, hubungan antar kategori, dan 

sebagainya. Teks naratif adalah cara yang paling umum untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif. 

4. Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan) 

Kesimpulan awal yang dibuat hanyalah sementara dan akan 

berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dibuat pada 

tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

mengumpulkan data pada tahap berikutnya, kesimpulan tersebut akan tetap 

konsisten.
58

 

F. Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting karena 

hasilnya tidak ada artinya kecuali mereka terpecaya atau diakui. Dengan 

demikian, penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan untuk 
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penelitian ini benar.
59

 Metode triangulasi digunakan dalam penelitian ini. 

Salah satu cara untuk memeriksa keabsahan data adalah triangulasi. Dengan 

kata lain, triangulasi memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi temuannya 

dengan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.  

1. Triangulasi Sumber 

Dilakukan dengan membandingkan dan mengevaluasi tingkat kepercayaan 

informasi yang diperoleh melalui berbagai metode kualitatif. 

2. Triangulasi Metode 

Triangulasi ini dilakukan untuk mengevaluasi metode pengumpulan data: 

apakah informasi yang diperoleh dari wawancara sama dengan informasi 

yang diperoleh dari observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan 

dokumen yang diberikan saat wawancara.
60

 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

1. Tahap Pra-Lapangan 

Pra-Lapangan adalah tahap di mana peneliti mencari latar 

belakang, masalah, dan referensi yang terkait dengan subjek yang akan 

diteliti. Peneliti mengidentifikasi beberapa tahapan sebagai berikut: 

a. Menemukan masalah yang terjadi di lapangan. 

b. Memilih lokasi penelitian. 

c.  Membuat rancangan penelitian. 

d. Membuat surat izin (jika dibutuhkan). 
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e. Menyiapkan kebutuhan penelitian 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini peneliti turun ke lapangan untuk melihat, observasi dan 

meninjau lokasi penelitian yaitu di SDN Ajung 02 yang beralamatkan di 

Jl. Raung No 153 Klanceng Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. 

Peneliti mulai memasuki subjek penelitian dan mencari dan 

mengumpulkan informasi. 

3. Tahap Analisis Data 

Tahap ini, peneliti menggunakan teknik analisis yang telah digunakan 

pada proses penelitian. Peneliti menganalisis berbagai jenis data melalui 

observasi, wawancara atau dokumen-dokumen lainnya. Kemudian 

menyusun laporan penelitian. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

Gambar 4.1 

Profil SDN Ajung 02 

 

Sumber: SDN Ajung 02 

1. Profil Sekolah 

Nama Sekolah : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH                                     

(UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN 

AJUNG 02 

NPSN : 20524968 

Bentuk Pendidikan : SD 

Status Sekolah : Negeri 

Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah 

SK Izin Operasional : 34 Tahun 2018 

Tanggal SK : 2018-11-26 

Alamat : Jl. Raung No.153 Ajung 

Desa/Kelurahan : Ajung 

Email :sdnegeriajung02@gmail.com
61
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2. Visi Dan Misi 

Visi: 

Terwujudnya Siswa Yang Bertaqwa Terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, Cerdas, Terampil Dan berbudi Pekerti Yang Luhur. 

Misi: 

a. Membina Dan Menumbuhkankembangkan Serta 

mengembangkan Ajaran Agama. 

b. Melayani Pendidikan Yang Aktif Dan kreatif. 

c. Melatih Dan Membiasakan Siswa Untuk Berbudi Pekerti Yang 

Luhur.
62

 

3. Guru Dan Tenaga Kependidikan 

Tabel 4.1  

Guru Dan Tenaga Kependidikan SDN Ajung 02
63

 

No. Nama Jabatan 

1. Purwono Kepala Sekolah 

2. Ratna Nuraini Janurwati Bendahara Sekolah 

3. Jamilah Guru Kelas 

4. Wiwien Hermanti Guru Kelas 

5. Ratna Puspitasari Guru Kelas 

6. Sil Silatil Isro’iyah Guru Mapel 

7. Siswanto Guru Mapel 

8. Abdullah Guru Mapel 

9. Yanna Rosana Farid Penjaga Sekolah 

Sumber: Arsip SDN Ajung 02 

 

 

 

 

 

                                                             
62

 SDN Ajung 02, “Visi dan Misi SDN Ajung 02”, 05 November 2023 
63

 SDN Ajung 02, “Daftar Guru SDN Ajung 02”, 05 November 2023 



58 
 
 

 
 

4. Peserta Didik 

Tabel 4.2 

Jumlah Peserta Didik SDN Ajung 02
64

 

No. Nama Kelas Jumlah Siswa 

1. Kelas 1 23 Siswa 

2. Kelas 2 15 Siswa 

3. Kelas 3 22 Siswa 

4. Kelas 4 10 Siswa 

5. Kelas 5 20 Siswa 

6. Kelas 6 21 Siswa  

 Jumlah 112 Siswa 

Sumber: Arsip SDN Ajung 02 

 

5. Sarana Dan Prasarana 

Tabel 4.3 

Sarana Dan Prasarana SDN Ajung 02
65

 

No. Nama Jumlah 

1. Ruang UKS 1 

2. Ruang Kelas 6 

3. Ruang Guru 2 

4. Ruang Kepala Sekolah 1 

5. Kamar Mandi 4 

6. Kamar Mandi Guru 1 

7. Ruang Perpustakaan 1 

8. Mushola 1 

9. Gudang 1 

Sumber: Arsip SDN Ajung 

B. Penyajian Data dan Analisis 

Setelah proses pengumpulan data di lapangan selesai, jika jumlah data 

yang dikumpulkan cukup, penelitian dapat dihentikan. Hasil penelitian akan 

disajikan secara bertahap sebagai berikut: 
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1. Pengelolaan Dana BOS SDN Ajung 02 

Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan Pengelolaan 

keuangan mengacu pada manajemen dan ketatausahaan sumber daya 

keuangan, termasuk pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, 

pertanggungjawaban dan pelaporan. Undang-Undang No 63 Tahun 2023 

tentang Petunjuk teknik Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS). Pada Peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan 

keuangan dana BOS dibagi menjadi tiga tahapan yaitu: Perencanaan, 

pelaksanaan dan Pertanggungjawaban. Dalam tata kelola sekolah 

penerapan akuntabilitas dan transparansi menjadi hal yang penting. Pada 

dasarnya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah 

yang bertujuan untuk membantu satuan pendidikan dasar menjalankan 

program wajib belajar dengan memberikan dana untuk biaya operasi 

nonpersonalia. 

a. Perencanaan 

Pada perencanaan Dana BOS di SDN Ajung 02 diawali dengan 

penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS 

adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun 

ajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam program 

sekolah. RKAS disusun untuk merencanakan kerja tahunan sekolah dan 

untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama 

satu tahun. Penyusunan RKAS didasarkan pada kebutuhan sekolah. 
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RKAS disusun melalui rapat yang melibatkan Kepala Sekolah, 

Bendahara BOS, Guru, dan Komite Sekolah.  

Perencanaan adalah proses persiapan tindakan untuk mencapai 

tujuan. Pada sekolah, setiap tahun menyusun Rencana Kegiatan 

Anggaran Sekolah (RKAS) untuk menunjukkan bagaimana pendapatan 

dan perencanaan pengeluaran biaya untuk kebutuhan operasional 

sekolah. Salah satu indikator utama dalam mengembangkan sekolah di 

masa depan adalah perencanaan kegiatan anggaran sekolah. Perumusan 

diawali dari perencanaan kegiatan atau program yang telah 

direncanakan. Selanjutnya memperhitungkan berapa biaya yang 

dibutuhkan untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut dan 

bagaimana dana tersebut dialokasikan.  Melalui perencanaan, anggaran 

berfungsi sebagai alat penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan 

dengan sistematis dan efektif.
66

 

Dari teori diatas untuk mengetahui perencanaan Dana BOS di 

SDN Ajung 02, peneliti menggunakan metode wawancara dan 

dokumentasi dalam menggali informasi yang berkaitan. Informasi ini 

didapatkan dari informan yang berkaitan langsung dalam pengelolaan 

Dana BOS, yaitu Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan Guru.  

Seorang Informan Bapak Purnomo Selaku Kepala Sekolah 

memaparkan tahap perencanaan pada pengelolaan Dana BOS yaitu: 

“Yaa… benar sekolah ini melakukan penyusunan RKAS. 

Penyusunan RKAS pada tahun berjalan. Diawali dengan rapat 
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bersama Komite Sekolah, dan Guru dalam rangka penyusunan 

RKAS sesuai dengan Juknis BOS, dan menerima aspirasi Guru 

dan Komite Sekolah.”
67

 

 

Pernyataan Kepala Sekolah diperkuat oleh pertanyaan yang 

disampaikan oleh Ibu Ratna selaku Bendahara BOS yang menyatakan: 

“RKAS dibuat 2 kali biasanya di awal tahun, untuk RKAS awal 

dan di awal Juli ada RKAS perubahan.”
68

 

 

Salah satu guru yaitu Ibu Wiwin juga menyampaikan: 

“Iyaa selalu pasti, biasanya dibuat awal tahun seperti saat ini 

kita sudah membuat.”
69

 

 

Pernyataan sama juga disampaikan oleh Ibu Novita selaku 

Komite Sekolah: 

“iya, rencana apa saja yang dilakukan sekolah ikut, terus 

anggaran sekolah juga saya dikasih tau dengan Bu Ratna.” 

 

Berdasarkan pemaparan beberapa informan diatas dapat 

disimpulkan bahwa tahap perencanaan pada pengelolaan Dana BOS di 

SDN Ajung 02 sudah berjalan dengan baik, dengan adanya tanggung 

jawab dari setiap penanggung jawab tiap kegiatan serta melibatkan 

seluruh warga sekolah. Dengan demikian sekolah telah memberikan 

informasi dana kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode satu 

tahun ajaran. Tujuan dari hal tersebut agar terjadi keterbukaan antar 

seluruh warga sekolah, menghindari adanya unsur sembunyi-sembunyi 

mengenai anggaran Dana BOS, dan warga sekolah dapat memberikan 

aspirasinya untuk kemajuan sekolah.  
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Tabel 4.4 

RKAS Penerimaan Dana BOS  

No.Kode Penerimaan Jumlah 

4.3.1.01. BOSP Reguler 107.520.000 

Total Penerimaan 107.520.000 

Sumber: RKAS SDN Ajung 02 Tahun Anggaran 2023 

 

Penerimaan Dana BOS diperoleh berdasarkan jumlah siswa pada 

sekolah. Pada SDN Ajung 02 jumlah siswa sebanyak 112, jadi 

penerimaan Dana BOS sebesar 112 siswa x 960.000 = 107.520.000. 

Pencairan dibagi menjadi 2 tahap yaitu persemester.
70

  

Tabel 4.5 

Alokasi RKAS Dana BOS  

Tahun Anggaran 2023 

 

No 

 

Uraian 

 

Jumlah 

Tahap 

1 2 

1. Pengembangan 

Standar Isi 

11.742.200 5.220.600 6.521.600 

2. Pengembangan 

Standar Proses 

6.190.000 2.250.000 3.940.000 

3. Pengembangan 

Sarana dan 

Prasarana Sekolah 

39.215.000 21.260.000 17.955.000 

4. Pengembangan 

Standar 

Pengelolaan 

20.493.000 11.074.700 9.418.300 

5. Pengembangan 

Standar 

Pembiayaan 

21.120.000 10.440.000 10.680.000 

6. Pengembangan dan 

Implementasi 

sistem penilaian 

8.759.800 3.514.700 5.245.100 

 Jumlah 107.520.000 53.760.000 53.760.000 

Sumber: RKAS SDN Ajung 02 Tahun Anggaran 2023 

Anggaran yang diterima oleh SDN Ajung 02 dialokasikan untuk 

program peningkatan kualitas pendidikan dalam bentuk kegiatan, yaitu: 
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1) Pengembangan standar isi yang terdiri atas: pengembangan 

perpustakaan sebesar Rp.10.603.000, penyusunan silabus sebesar 

Rp.464.000, dan penyusunan kurikulum sebesar Rp.675.200. 

2) Pengembangan standar proses yang terdiri atas: pelaksanaan 

ekstrakurikuler kepramukaan sebesar Rp.2.400.000, dan pengadaan 

sarana penunjang kegiatan belajar mengajar sebesar Rp.3.790.000. 

3) Pengembangan sarana dan prasarana sekolah yang terdiri atas: 

pemeliharaan tempat ibadah sebesar Rp.5.760.000. dan 

pemeliharaan taman dan lapangan sekolah sebesar Rp.33.455.000. 

4) Pengembangan standar pengelolaan yang terdiri atas: pelaksanaan 

pendaftaran peserta didik baru (PPDB) sebesar Rp.115.000, 

penyusunan program tahunan sebesar Rp.64.000, penyusunan 

program semester sebesar Rp.272.000, penyusunan RPP sebesar 

Rp.1.462.400, pelaksanaan lomba MIPA sebesar Rp.810.000, 

pelaksanaan lomba FLSSN sebesar 450.000, pelaksanaan 

administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp. 11.199.600, dan 

pembayaran langganan dan jasa sebesar Rp.6.120.000. 

5) Pengembangan standar pembiayaan yang terdiri atas: pelaksanaan 

administrasi sekolah sebesar Rp.3.120.000, dan pembayaran honor 

sebesar Rp. 18.000.000. 
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6) Pengembangan dan implementasi sistem penilaian yang terdiri atas: 

pelaksanaan kegiatan assesmen dan evaluasi pembelajaran sebesar 

Rp.8.759.000
71

 

b. Tahap Pelaksanaan 

 Dalam pelaksanaan penggunaan Dana BOS sesuai dengan RKAS 

yang telah dibuat. Pencairan Dana BOS dibagi menjadi persemester, 

kementerian Pendidikan menyalurkan langsung ke rekening sekolah 

dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan jumlah siswa tiap 

sekolah. Pengambilan Dana BOS dilakukan setiap bulan oleh 

Bendahara BOS. Pelaksanaan Dana BOS harus sesuai dengan 

perencanaan yang berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala 

Sekolah, Bendahara, Guru, dan Komite Sekolah pada saat rapat 

penyusunan RKAS. Berdasarkan JUKNIS BOS Dana BOS 

diperuntukkan untuk:  

1) Penerimaan Peserta Didik baru 

2) Pengembangan perpustakaan 

3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler 

4) Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran 

5) Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah 

6) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan 

7) Pembiayaan langganan daya dan jasa 

8) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah 
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9) Penyediaan alat multimedia pembelajaran 

10) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian 

11) Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan Lulusan 

12) Pembayaran honor
72

 

Penggunaan dana BOS harus di catat secara lengkap yang 

disertai dengan bukti-bukti pendukung (seperti kwintansi, nota, dll) 

termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.  

Seorang informan Bapak Purnomo selaku Kepala Sekolah 

memaparkan tahap pelaksanaan pada pengelolaan Dana BOS di SDN 

Ajung 02: 

“sudah…. Mulai dari perencanaan, pencairan, dan pembelajaran 

sudah sesuai RKAS didukung oleh nota kwitansi, pembelian 

maupun penerimaan barang.”
73

 

 

Peneliti juga mewawancarai Bendahara BOS yaitu Ibu Ratna 

untuk memperkuat pernyataan Kepala Sekolah diatas yang mengatakan 

bahwa: 

“ya…sudah pasti, 95% pasti sudah sesuai dengan yang kita 

anggarkan, kwitansi yaa pasti ada itu ya, dari toko ada kemudian 

nota, misalnya toko tidak menyediakan kita yang buat mereka 

yang stempel. Kemudian setiap kita belanja pasti kita foto 

karena pelaporan itu mengharuskan ada dokumentasi dan bukti 

pendukung.”
74

  

 

Pernyataan diatas juga didukung oleh Guru yaitu Ibu Wiwin 

yang memaparkan: 
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“selalu setiap penggunaan harus ada bukti penggunaan seperti 

nota, kwitansi semuanya harus selalu ada, karena nanti 

disertakan pada pelaporan.”
75

 

 

Berdasarkan pemaparan beberapa informan diatas dapat 

disimpulkan bahwa SDN Ajung 02 menggunakan dan BOS 

sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. pada 

tahap pelaksanaan Dana BOS juga sudah sesuai dengan RKAS yang 

dibuat sekolah. Dan untuk penggunaan sudah didukung oleh bukti 

pendukung dan dokumentasinya. Dan melakukan pembukuan setiap 

bulannya. 

c. Tahap Pelaporan 

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam 

pelaksanaan program BOS. Sekolah diwajibkan untuk menyusun 

laporan hasil kegiatannya kepada Kemendikbud. Menurut peraturan 

pengelolaan Dana BOS, laporan pertanggungjawaban disampaikan 

setiap akhir bulan, semester, dan tahunan. Laporan disusun mengacu 

pada buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan 

buku pembantu pajak. Selanjutnya laporan yang perlu dibuat adalah 

laporan rekapitulasi realisasi belanja dana BOSP. Pelaporan dilakukan 

pada laman aplikasi Kemendikbud.   

Bendahara memaparkan terkait tahap pelaporan: 

“oh iya….., karena sudah ada juknis kita tidak sembarangan 

membuat laporan pertanggungjawaban, jadi sudah ada 

juknisnya bagaimana membuat laporan itu.” 
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Bendahara juga menambahkan: 

“karena sekarang ada aplikasi, di aplikasi itu sudah 

menyediakan semua pembukuan mulai dari perencanaannya, 

kalau nanti setiap bulannya butuh seperti buku pengeluaran 

umum, kas tunai, dll, itu semua kita mengerjakan di satu satu 

aplikasi, gak seperti dulu nulis. Jadi kita memasukkan di 

aplikasi itu, nanti di situ sudah langsung ada pembukuannya.”
76

 

 

Pernyataan Bendahara juga diperkuat oleh pernyataan Bapak 

Kepala Sekolah yaitu Bapak Purnomo yang mengatakan bahwa: 

“iya, itu nanti di verifikasi oleh dinas ada pembukuannya, ada 

buku kas umum, buku pembantu umum, dan lain-lain banyak.”
77

 

 

Peneliti juga mewawancarai Guru yaitu Ibu Wiwin untuk 

memperkuat pernyataan diatas yang mengatakan bahwa: 

“Iya Bendahara membuat pembukuan yang disampaikan pada 

rapat setiap bulannya.”
78

 

 

Berdasarkan beberapa pemaparan informan diatas, dapat 

disimpulkan pada tahap pelaporan Dana BOS, SDN Ajung 02 sudah 

sesuai dengan Juknis yang ada. SDN Ajung 02 juga melaporkan 

melalui laman Online, dan juga sudah membuat pembukuan yang 

diperlukan. 

2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS SDN Ajung 02 

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tentang sifat, sikap, 

perilaku dan kebijakan dalam kerangka menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya kepada publik. Prinsip akuntabilitas sangat penting pada 

pengelolaan Dana BOS di sekolah. Akuntabilitas dibutuhkan untuk 
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menjadikan laporan pengeloalan keuangan sekolah menjadi berkualitas 

dan dapat dipercaya. Penerapan prinsip akuntabilitas pada penelitian ini 

berarti pertanggung jawaban terhadap penggunaan sekolah kepada 

pemerintah. Sumber dana yang didapatkan oleh sekolah yaitu dana BOS, 

sumber dana tersebut digunakan oleh pihak sekolah dalam melaksanakan 

program kegiatan dan kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan. Berikut merupakan indikator akuntabilitas: 

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum 

Akuntabilitas kejujuran dan hukum sangat penting dalam 

pengelolaan Dana BOS. Akuntabilitas hukum menjamin 

ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran 

menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. Akuntabilitas 

kejujuran dan hukum terkait dengan penghindaran penyalahgunaan 

jabatan sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya 

kepatuhan hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam 

penggunaan sumber dana publik. Di SDN Ajung 02 sendiri sudah 

menggunakan dasar hukum pada pengelolaannya, yang dipertegas 

dengan pemaparan oleh Ibu Ratna selaku bendahara: 

“Kita mengerjakan Dana BOS ini sesuai dengan Juknis yang 

berlaku saat ini, mbak”
79

 

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Bapak Purnomo Selaku 

Kepala sekolah, beliau menyatakan: 
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“semua kita laksanakan sesuai Juknis dan peraturan yang 

berlaku mbak dari mulai perencanaannya, pelaksanaan, sampai 

pelaporannya. Semua sesuai dengan peraturan BOS yang 

terbaru.”
80

 

 

Untuk mempertegas pernyataan diatas peneliti juga 

mewawancarai salah satu guru, yaitu Ibu Wiwin yang mengatakan: 

“setahu saya sudah sesuai mbak, misal ada perubahan 

peraturan hukum sama bendahara pasti disampaikan pada saat 

rapat.”  

 

Berdasarkan pernyataan menurut beberapa sumber diatas dapat 

disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas kejujuran dan hukum 

sudah diterapkan. Hal ini dapat terlihat pada proses pengelolaan mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan peraturan 

yang ditetapkan oleh pemerintah. 

b. Akuntabilitas Manajerial 

Akuntabilitas manajerial pada pengelolaan Dana BOS penting 

untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efisien dan efektif 

dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu dibentuklah tim 

manajemen BOS yang bertanggung jawab atas perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan Dana BOS disekolah. SDN 

Ajung 02 sudah melaksanakan hal tersebut, seperti yang dijelaskan 

oleh Ibu Ratna selaku Bendahara: 

“Iya sekolah membuat tim manajemen BOS. Ketua dan 

penanggung jawab adalah kepala sekolah, bendahara, dan 

anggota yang terdiri guru dan komite sekolah.”
81
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Pernyataan yang sama disampaikan oleh Bapak Purnomo 

selaku Kepala Sekolah:  

“yang jelas dewan guru dan komite dan kepala sekolah, dan 

ada sosialisasi oleh pengawas dan kemudian ditindaklanjuti 

pada proses penyusunan RKAS”
82

 

 

Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu guru yaitu Ibu Wiwin: 

“iyaa, guru juga dilibatkan dalam proses perencanaan Dana 

BOS.”
83

 

 

c. Akuntabilitas Program 

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah 

tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, serta apakah telah 

mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang 

optimal dengan biaya minimal. Penyusunan program sekolah di SDN 

Ajung 02 dilaksanakan dengan mengadakan rapat Rencana Kegiatan 

dan Anggaran Sekolah yang diadakan pertahun yang melibatkan 

seluruh warga sekolah. Pada rapat ini warga sekolah dapat 

memberikan aspirasi dan ide mengenai program mana yang sesuai 

dengan visi dan misi sekolah.  

“Proses penyusunan RKAS dirapatkan kemudian kita susun 

apa yang diperlukan sekolah misalnya untuk perbaikan, 

kemudian untuk penambahan sarana, kebutuhan guru, atau 

kebutuhan siswa. Jadi kita rapatkan kemudian kita susun, 

biasanya itu ada pagu atau acuan berdasarkan siswa yang 

terekam pada dapodik, anggaran itu berdasarkan pagu yang 

ada di dapodik dikalikan jumlah siswa nah…. itu yang kita 

alokasikan.”
84
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Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Novita selaku Ibu Komite: 

“Iyaa mbak, Komite juga itu pada saat penyusunan 

perencanaan anggaran Dana BOS mbak.”
85

 

 

Penggunaan Dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan 

dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS, guru dan komite 

sekolah. Hasil kesepakatan diatas dituangkan secara tertulis pada 

berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan 

penggunaan dana BOS harus didasarkan pada skala prioritas sekolah. 

Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Guru yaitu Ibu 

Wiwin:  

“proses penyusunan anggaran itu biasanya ada kepala sekolah, 

bendahara, kemudian ada komite, dan juga beberapa guru. 

Kemudian bendahara menunjukkan anggaran yang sudah 

dibuat, misal ada perubahan tinggal menyampaikan pada saat 

rapat tersebut.”
86

 

 

d. Akuntabilitas Kebijakan 

Akuntabilitas kebijakan pertanggungjawaban lembaga publik 

atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam membuat kebijakan 

harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa 

kebijakan tersebut itu diambil siapa sasarannya, pemangku 

kepentingan mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat 

atas kebijakan tersebut. Akuntabilitas keatas ditunjukkan dengan 

adanya pelaporan kepada kemendikbudRistek yang dilakukan oleh 
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sekolah melalui laman online BOS, diperkuat dengan pemaparan oleh 

Ibu Ratna selaku bendahara: 

“Melalui media online, jadi ada 2 ada melalui ARKAS 

pelaporan dan melalui BOS Online, BOS Online kalau dulu 

kita mengisi sendiri, kalau sekarang kita mengisi di aplikasi 

ARKAS, BOS online yang langsung bisa ngelink disitu.”
87

 

 

Akuntabilitas keluar ditunjukkan dengan sekolah melaporkan 

dan berkonsultasi dengan stakeholder. Diperkuat dengan pemaparan 

komite sekolah dalam keikutsertaan pada pembuatan RKAS: 

“Iya…. rencana apa saja yang dilakukan sekolah ikut, terus 

anggaran sekolah juga saya dikasih tau dengan Bendahara. 

Kayak bangun ini saya dikasih tau.”
88

 

 

Akuntabilitas kebawah, adanya komunikasi dalam 

menyampaikan kebijakan kepada semua guru. Menunjukkan bahwa 

pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu berkomunikasi dan 

menyampaikan kebijakan kepada bawahannya karena kebijakan 

apapun yang baik hanya akan berhasil jika seluruh guru 

memahaminya dan menerapkannya. Hal ini sejalan dengan yang 

dipaparkan oleh Ibu Wiwin selaku Guru SDN Ajung 02 yang 

menunjukkan bahwa guru terlibat pada proses pembuatan RKAS: 

“Kalau semua guru terlibat seperti pengajuan untuk anggaran 

kedepannya, kebutuhan kelasnya, nanti ditampung oleh 

bendahara baru di diskusikan pada rapat pembuatan RKAS.”
89
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e. Akuntabilitas Finansial 

Akuntabilitas finansial adalah tanggung jawab lembaga publik 

secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pada pengelolaan akuntabilitas 

mencakup pertanggungjawaban lembaga pendidikan dalam 

penggunaan Dana BOS secara transparan dan bertanggung jawab. Hal 

ini melibatkan penyusunan laporan pertanggung jawaban secara 

akuntabel. SDN Ajung 02 sudah membuat laporan keuangan sebagai 

pelaporan pengelolaan Dana BOS, seperti yang dijelaskan oleh Bapak 

Purnomo selaku Kepala Sekolah: 

“Iya.. itu nanti diverifikasi oleh dinas ada pembukuannya, ada 

buku kas umum, buku pembantu umum, pajak, 

dll….banyak.”
90

 

 

Dipertegas oleh Ibu Ratna selaku bendahara BOS: 

“oh iyaa, karena sudah ada Juknis, kita tidak sembarangan 

membuat laporan, jadi sudah ada Juknisnya bagaimana 

membuat laporan itu. Melalui BOS online pelaporan itu 

dilakukan.”
91

 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Wiwin selaku salah guru 

SDN Ajung 02: 

“iyaa mbak bendahara membuat pembukuan.”
92

 

 

Prinsip akuntabilitas memberikan pertanggungjawaban yang 

harus disampaikan oleh para pemangku segala kebijakan dan 

memberikan informasi dalam kebijakan pengelolaan keuangan. Dan 

dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam 
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pengelolaan Dana BOS di SDN Ajung 02 sudah cukup baik karna 

sudah memenuhi indikator akuntabilitas. Adanya pengelolaan yang 

didasari oleh peraturan yang berlaku, adanya pembuatan pembukuan 

di setiap transaksi yang di lakukan sekolah, pemberian informasi 

kepada para pemangku kepentingan,a danya sasaran kebijakan yang 

telah dijalankan dengan tujuan sekolah, dan juga adanya kegiatan 

pelaporan untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana 

sudah sesuai dengan aturan. 

3. Transparansi Pengelolaan Dana BOS SDN Ajung 02 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan 

bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Informasi mengenai 

keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Dana BOS, adalah salah satu 

prinsip yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dalam menjalankan 

Undang-Undang sistem pendidikan nasional tentang pengelolaan dana 

BOS. Pengelolaan dana BOS dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, 

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Transparansi dalam 

pengelolaan keuangan di sekolah sangat dibutuhkan dalam rangka 

meningkatkan kepercayaan orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah. 

Indikator pencapaian transparansi pada lembaga pendidikan 

(sekolah) yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur 

persoalan transparansi, adanya akses masyarakat terhadap transparansi 

anggaran, adanya audit yang independen dan efektif, dan adanya 

keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran. 
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Untuk mengetahui penerapan transparansi dalam pengelolaan Dana 

BOS di SDN Ajung 02 Kabupaten Jember, peneliti melakukan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informasi didapatkan dari 

informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana BOS, yaitu 

Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, guru yang berhubungan langsung 

dengan pengelolaan Dana BOS, dan komite sekolah. Transparansi ini 

dilakukan mulai dari tahap perencenaan, pelaksanaan, dan pelaporan Dana 

BOS. 

a. Transparansi dalam perencanaan Dana BOS 

Penerapan prinsip transparansi bertujuan untuk membangun 

kepercayaan semua pihak dari rencana anggaran kegiatan sekolah 

yang akan dilaksanakan, SDN Ajung 02 membangun kepercayaan 

dengan masyarakat dengan memberikan informasi dalam proses 

perencanaan kegiatan anggaran sekolah setiap tahunnya, dengan 

mengadakan rapat bersama penyusunan anggaran tersebut. Hal ini 

sesuai dengan jawaban dari Ibu Ratna selaku bendahara BOS: 

“Setiap tahun ada sosialisasi. Seperti halnya tahun ini 2023, 

kita sudah mensosialisasikan kepada wali murid, komite 

sekolah, kalau ke siswa biasanya waktu upacara atau 

pengambilan rapot, itu pasti kita sampaikan. Ada juga 

buktinya, sosialisasi itu bisa berupa notulen, berupa daftar 

hadir, dokumentasi, dan undangan.”
93

 

 

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat kepala sekolah 

yaitu Bapak Purnomo: 
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“penyusunan RKAS pada tahun berjalan diawali dengan rapat 

bersama komite sekolah, dan guru dalam rangka penyusunan 

RKAS sesuai JUKNIS BOS, dan menerima aspirasi guru dan 

komite sekolah.”
94

 

 

Lebih jelas lagi oleh komite sekolah yaitu Ibu Novita: 

“iya… rencana apa saja yang dilakukan sekolah ikut, terus 

anggaran sekolah juga saya dikasih tau dengan Bu Ratna. 

Kayak bangun ini saya dikasih tau pada saat rapat.”
95

 

 

Dari beberapa pernyataan diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa transparansi pada proses perencanaan Dana BOS di SDN 

Ajung 02 sudah berjalan dengan cukup baik dengan terpenuhinya 

indikator transparansi yaitu dengan adanya peraturan perudangan-

undangan yang mengatur untuk dijadikan acuan dalam menyusun 

RKAS dan juga adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan 

RKAS. 

b. Transparansi dalam pelaksanaan Dana BOS 

Transparansi dalam pelaksanaan Dana BOS pada SDN Ajung 

02 bertujuan agar masyarakat percaya dengan pengelolaan Dana BOS 

karena adanya keterbukaan pada proses pelaksanaannya. Keterbukaan 

dibuktikan dengan adanya transparansi pada pencatatan pelaksanaan 

pengelolaan Dana BOS. Adanya pembukuan dan bukti-bukti fisik dari 

setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan yang paparan 

oleh Ibu Novita bendahara BOS: 

“pembukuan ya pasti ada yaa, dilakukan setiap ada transaksi, 

sekarang pembukuannya dilakukan secara online melalui 
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aplikasi. Penggunaannya pun juga harus sesuai dengan RKAS 

yang kita buat, mbak.”
96

 

 

Begitupun dengan pernyataan salah satu guru yaitu Ibu Wiwin 

yang mengatakan: 

“selalu setiap penggunaan harus ada buktinya seperti nota, 

kwitansi selalu ada karena nanti disertakan pada pelaporan.”
97

 

 

Diperkuat lagi dengan pernyataan Bapak Purnomo selaku 

Kepala Sekolah: 

“iyaa harus ada pembukuan, karena itu harus ditutup di akhir 

bulan, jadi harus dilaksanakan dan administrasi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.”
98

 

 

Dari beberapa pernyataan dari informan diatas dapat 

disimpulkan bahwa transparansi pada proses pelaksanaan Dana BOS 

di SDN Ajung 02 sudah sesuai dengan indikator yaitu adanya akses 

masyarakat terhadap pelaksanaan anggaran, dana adanya kerangka 

kerja yang menjelaskan tanggung jawab dari setiap 

pertanggungjawaban kegiatan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan 

dapat memberikan informasi anggaran dana kegiatan yang akan 

dilaksanakan selama satu tahun anggaran.  Adanya juga terbukaan 

informasi mengenai penerimaan Dana BOS serta memberikan kepada 

warga sekolah dalam proses pembuatan RKAS dan pelaksanaannya. 
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c. Transparansi dalam pelaporan Dana BOS 

Transparansi dalam pelaporan Dana BOS di SDN Ajung 02 

bertujuan agar masyarakat percaya dengan pengelolaan Dana BOS 

karena adanya akses masyarakat pada pelaporan dan dimana sekolah 

mengumumkan penggunaan anggaran. Pelaporan dilaksanakan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dengan 

membuat laporan setiap bulan, semester dan tahunan. Selain itu, 

adanya pengawasan dari intern dan eksternal sekolah. Pihak intern 

sekolah yang melakukan pengawasan adalah Dinas Pendidikan 

Kabupaten bersama dengan pengawas sekolah. Pengawas dari 

eksternal sekolah adalah Dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan 

Provinsi dan Pusat. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang 

disampaikan oleh Ibu Ratna selaku Bendahara BOS: 

“Ada proses audit, dilaksanakannya setiap enam bulan sekali 

atau per tahap. Pengauditan dilakukan oleh tim BOSP Dinas 

Pendidikan Kabupaten Jember. Dengan cara lembaga 

dikumpulkan dalam waktu dan tempat tertentu. Pihak audit 

datang memeriksa laporan keuangan per masing-masing 

lembaga.”
99

 

 

Dipertegas lagi oleh pernyataan bapak Purnomo Kepala 

Sekolah SDN Ajung 02: 

“Biasanya pelaporan kita susun setiap akhir bulan, itu nanti 

ada verifikasi tim BOS Kabupaten, melalui aplikasi 

Kemendikbud.”
100
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Dengan adanya beberapa hasil wawancara dari beberapa 

informan mengenai transparansi pada proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporan Dana BOS di SDN Ajung 02 dapat 

disimpulkan bahwa transparansi di SDN Ajung 02 cukup baik karena 

sudah memenuhi standar pencapaian transparansi. Dimana pembuatan 

RKAS disusun sesuai dengan Juknis yang melibatkan kepala sekolah, 

bendahara, guru, dan komite sekolah. Pencatatannya sudah disertai 

dengan bukti-bukti di setiap transaksinya, penggunaannya sudah 

terealisasi sesuai dengan rencana yang sudah dibuat serta adanya 

pengawasan oleh pihak dinas terkait 

C. Pembahasan Temuan 

1. Pengelolaan Dana BOS SDN Ajung 02 

Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan Pengelolaan 

keuangan mengacu pada manajemen dan ketatausahaan sumber daya 

keuangan, termasuk pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, 

pertanggungjawaban, dan pelaporan.
101

 Dana BOS adalah program yang 

didanai oleh pemerintah untuk membantu lembaga pendidikan di 

Indonesia dalam memberikan pembelajaran yang lebih baik Bantuan yang 

diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana. Dana tersebut dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, mulai dari perawatan dan 

perbaikan fasilitas dan prasarana sekolah hingga pembelian perangkat 
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elektronik yang membantu proses belajar mengajar.
102

  

Perencanaan adalah proses persiapan tindakan untuk mencapai 

tujuan. Pada sekolah, setiap tahun menyusun Rencana Kegiatan Anggaran 

Sekolah (RKAS) untuk menunjukkan bagaimana pendapatan dan 

perencanaan pengeluaran biaya untuk kebutuhan operasional sekolah. 

Salah satu indikator utama dalam mengembangkan sekolah di masa depan 

adalah perencanan kegiatan anggaran sekolah.
103

 Penggunaan atau 

pelaksanaan Dana BOS harus didasarkan pada keputusan antara kepala 

sekolah, guru, dengan komite sekolah. Pengunaannya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku yaitu menurut Peraturan Kemendikbud Ristek No 

63 Tahun 2022. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam 

pelaksanaan program BOS, masing-masing pengelola program di tiap 

tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sekolah) diwajibkan untuk 

melaporkan hasil kegiatan kepada pihak terkait.  

Tabel 4.6 

Hasil Observasi 

No. Indikator Ada Tidak 

1. Format Penyusunan RKAS    

2. Format penggunaan Dana BOS    

3.  Format pelaporan Dana BOS    

Sumber: Data diolah  

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pada pengelolaan Dana BOS 

DI SDN Ajung 02 sudah cukup baik, bisa dilihat dari adanya perbaikan-

perbaikan fasilitas sekolah, yang sebelumnya lapangan atau halaman 

sekolah belum di paving, sekarang sudah ada pemasangan paving. Dan 
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untuk ruang kelas yang rusak, pada tahun anggaran 2023 sudah ada 

penganggaran dan akan segera direalisasikan. Terdapat kurangnya sarana 

prasarana dalam hal ini dikarenakan kurangnya besaran Dana BOS yang 

diterima sekolah, penyebabnya adalah jumlah siswa yang kurang atau 

tidak mencapai target pagu. Dilihat dari jumlah siswa yang semakin tahun 

semakin meningkat. Dan ini berpengaruh pada jumlah besaran Dana BOS 

yang diterima sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan dana BOS di SDN yang 

meliputi pengelolaan Dana BOS pada proses perencanaan pembuatan 

anggaran sekolah telah menggunakan standar operasional pengelolaan 

Dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis (JUKNIS) BOS. Dengan adanya 

rapat yang dilakukan sekolah setiap tahun anggaran untuk membahas 

program/kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan selama satu tahun 

ajaran. Dilakukan dengan mengadakan rapat dengan seluruh anggota 

sekolah, kemudian pembentukan tim manajemen BOS. Penganggarannya 

sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pada proses pelaksanaan sudah 

dilakukan dengan baik, adanya pencatatan dan dokumen pendukung 

seperti nota atau kwitansi dan dokumentasi. Pelaksanaannya juga sesuai 

dengan apa yang direncanakan pada RKAS. Pada proses pelaporan dan 

pertanggungjawaban, pihak sekolah juga sudah melaksanakan dengan 

baik. Sekolah membuat laporan seperti laporan kas umum, buku pembantu 

kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan realisasi penggunaan 

dana BOS. Pelaporannya sudah sesuai dengan pelaksanaannya. Pelaporan 
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dilakukan di laman BOS online yang dilakukan oleh bendahara BOS.  

Berdasarkan temuan dan wawancara, peneliti menyimpulkan 

bahwa SDN Ajung 02 menggunakan penyusunan anggaran Dana BOS 

dengan pendekatan PBBS (Planning Programming Budgeting System). 

PBBS adalah cara penyusunan anggaran bukanlah proses terpisah dan 

berdiri sendiri, melainkan sebuah bagian yang tidak terpisah dari proses 

perencanaan dan perumusan kegiatan.
104

 SDN Ajung 02 menggunakan 

PBBS, yaitu 1)dengan adanya rapat yang dilakukan setiap awal tahun 

anggaran untuk membahas program atau kegiatan sekolah yang akan 

dilaksanakan selama satu tahun ajaran, 2)membentuk tim manajemen 

khusus BOS, 3)pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan 

biaya kecil, 4)mengalokasikan sumber daya kemasing-masing program 

yang disetujui pada saat rapat, 5)dan program yang disusun sesuai dengan 

visi dan misi sekolah.  

Pada proses pelaksanaannya SDN Ajung 02 sudah cukup baik, 

penggunaan Dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis (JUKNIS) BOS 

menurut Permendikbud Ristek Nomor 63 Tahun 2023. Penggunaannya 

juga sesuai apa yang dianggarkan pada saat pembentukan RKAS. 

Pembukuan yang dilaksanakan oleh SDN Ajung 02 sudah baik, dibuktikan 

dengan sekolah membuat buku kas umum, buku pembantu kas, buku 

pembantu bank, dan buku pembantu pajak sesuai dengan petunjuk teknis 

Permendikbud No 08 Tahun 2020. Pembukuannya juga dilengkapi dengan 
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bukti pendukung seperti nota, kwitansi, dan dokumentasi.  

Pada proses pelaporan SDN Ajung 02 sudah cukup baik, 

pelaporannya dilakukan pada www.bos.kemendikbud.go.id pada laman 

BOS online dan juga adanya pengarsipan laporan yang dilakukan sekolah. 

Sedangkan pengawasan atau proses audit dilakukan oleh pihak intern dan 

ekstern. Pihak intern dilakukan Pihak intern sekolah yang melakukan 

pengawasan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten bersama dengan 

pengawas sekolah. Pengawas dari eksternal sekolah adalah Dinas terkait 

yaitu Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat. 

Adapun penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi diuraikan 

sebagai berikut: 

2. Akuntabilitas pada pengelolaan Dana BOS SDN Ajung 02 

Akuntabilitas adalah kemampuan penyelenggara tindakan publik 

untuk menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan yang terkait dengan 

semua keputusan dan langkah proses yang dilakukan, serta 

mempertanggungjawabkan akibat dari pelaksanaannya.
105

 

Pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Rebuplik Indonesia No 8 tahun 2020, yaitu penggunaan dana 

untuk mendukung kegiatan operasional sekolah secara normal yang 

dijelaskan menurut pertimbangan yang logis berdasarkan peraturan 

perundangan-undangan secara keseluruhan. Tujuan akuntabilitas adalah 

agar adanya kepercayaan publik. Tingkat kepercayaan yang tinggi pada 
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sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi terhadap 

pengelolaan manajemen sekolah.  

Indikator akuntabilitas menurut Mikael adalah sebagai berikut: a) 

akuntabilitas kejujuran dan hukum, b) akuntabilitas manajerial, c) 

akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan e) akuntabilitas 

finansial.
106

 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, akuntabilitas 

pada pengelolaan Dana BOS di SDN Ajung 02 sudah baik. Akuntabilitas 

hukumnya dapat dilihat dari pengelolaan Dana BOS yang berdasar pada 

peraturan yang berlaku. Akuntabilitas manajerialnya dengan pembentukan 

tim manajemen BOS yang dilakukan oleh sekolah. Akuntabilitas 

programnya dengan mengadakan rapat pada saat penyusunan RKAS. 

Akuntabilitas kebijakannya dengan adanya pertanggungjawaban kepada 

pemberi dana yaitu pemerintah dengan melaporkan pada laman BOS 

online, pertanggungjawaban kepada bawahan dengan mengikutsertakan 

pada penyusunan anggaran, pertanggungjawaban kepada masyarakat 

dengan adanya sosialisasi dengan anggaran sekolah. Akuntabilitas 

finansialnya dengan pembukuan yang dibuat oleh bendahara sekolah dan 

pelaporan yang dilakukan tepat waktu.  

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, penerapan 

prinsip akuntabilitas pada pengelolaan Dana BOS di SDN Ajung 02 sudah 

baik. Penggunaan dana BOS sesuai dengan Juknis Permendikbud Ristek 
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No 63 Tahun 2022. Bentuk pertanggungjawaban berupa 

pertanggungjawaban kepada pemberi dana yaitu pemerintah dengan 

sekolah yaitu sudah membuat pelaporan di laman BOS Online, 

pertanggungjawaban kepada stakeholder dengan sekolah yaitu dengan 

memberi informasi dan mengikutsertakan dalam pembentukan Rencana 

Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RKAS), pertanggungjawaban ke bawah 

dengan mengikutsertakan guru-guru dalam pembentukan dan penggunaan 

Dana BOS.  

Berdasarkan temuan dan wawancara yang dilakukan peneliti, 

penerapan akuntabilitas pada pengelolaan dana sudah baik. Menurut 

Juknis laporan keuangan dibuat bulan, semester, dan tahunan. Laporan 

disusun dengan mengacu pada buku kas umum, buku pembantu bank, 

buku pembantu pajak, buku pembantu kas tunai dan beserta dokumen 

pendukung lainnya. Pelaporannya juga tepat waktu. Laporan keuangan 

yang dibuat sudah sesuai dengan karakteristik kualitatif informasi laporan 

keuangan. Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengidentifikasi jenis 

informasi yang kemungkinan besar sangat berguna untuk pengguna dalam 

membuat keputusan mengenai entitas pelapor berdasarkan informasi 

keuangan menjadi berguna, informasi tersebut harus terbanding, 

terverifikasi, tepat waktu, dan terpaham. 

Keterbandingan adalah karakteristik kualitatif yang 

memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami 

persamaan dalam, dan perbedaan antara, pos-pos. Keterverifikasian 
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membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi merepresentasikan 

fenomena ekonomi secara tepat dan sebagaimana mestinya.  

Ketepatwaktuan berarti tersediannya informasi bagi pembuat keputusan 

pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. 

Secara umum, semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang 

berguna informasi tersebut. Dan keterpahaman atau dapat dipahami 

adalah kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan 

keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh 

pemakai.
107

 

Laporan yang dibuat oleh SDN Ajung 02 dapat dibandingkan 

antara tahun anggaran. Hal ini dapat menjadi tolak ukur untuk 

penganggaran tahun selanjutnya. Laporan yang dibuat oleh SDN Ajung 

02 sudah berisi tentang penggunaan-pengguna yang telah ditetapkan oleh 

peraturan pemerintah. Ketepatwaktuan laporan keuangan yang dibuat 

SDN Ajung 02 juga menjadikan laporan yang berkualitas, sehingga tidak 

terjadinya keterlambatan pada proses pencairannya. Dan laporan yang 

dibuat SDN Ajung 02 mudah dipahami oleh stakeholder tetapi perlu 

adanya sosialisasi kembali tentang laporan realisasi anggarannya. 

3. Transparansi pada pengelolaan Dana BOS SDN Ajung 02 

Transparansi memiliki makna keterbukaan organisasi pemerintah 

dalam memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah. 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 
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setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta 

hasil yang dicapai. Transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik 

antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan 

menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan 

memadai.
108

 

Indikator transparansi: a) adanya kerangka kerja hukum bagi 

transparansi, b) adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, 

c) adanya audit yang independen dan efektif, dan adanya keterlibatan 

masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
109

 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan penerapan prinsip 

transparansi sudah baik dengan adanya rapat pembentukan rencana 

anggaran kegiatan sekolah (RKAS) dengan melibatkan kepala sekolah, 

guru, dan komite sekolah. Dan juga adanya sosialisasi tentang anggaran 

tersebut kepada siswa maupun wali siswa.  

Berdasarkan hasil wawancara, penerapan prinsip transparansi di 

SDN Ajung 02 sudah baik, pada proses perencanaan sudah menerapkan 

aturan yang berlaku dalam petunjuk teknis BOS dengan adanya 

keterlibatan guru, kepala sekolah, dan komite sekolah dalam membuat 

anggaran kegiatan. Warga sekolah dapat mengajukan anggaran yang 

relevan terhadap kemajuan sekolah.  Dan menyatakan bahwa semua 
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kegiatan dan informasi dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan 

Dana BOS dapat diawasi oleh pihak lain yang berwenang.  

Berdasarkan temuan dan wawancara yang peneliti lakukan 

penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan Dana BOS di SDN 

Ajung 02 sudah baik. Melibatkan seluruh warga sekolah dalam 

perencanaan kegiatan dan anggaran sekolah. Dan memudahkan pada 

pengaksesan informasi terkait pengelolaan Dana BOS. 
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 BAB V 

 PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) di SDN Ajung 02 Kecamatan Ajung 

Kabupaten Jember, dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengelolaan Dana BOS sudah sesuai dengan peraturan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan No 63 Tahun 2022. Pengelolaan yang 

meliputi proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses 

pelaporan sudah dilakukan dengan baik.  

2. Berdasarkan indikator akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan 

sekolah SDN Ajung 02 dapat dilihat dalam bentuk laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana BOS berupa laporan realisasi 

penggunaan Dana BOS yang didasarkan pada buku kas umum, buku 

pembantu kas tunai, buku pembatu bank, dan dokumen pembantu 

lainnya. Laporan yang dibuat sudah memenuhi karakteristik kualitatif 

laporan keuangan yaitu keterbandingan, keterverifikasian, 

keterpahaman, dan ketepatwaktuan. Laporan keuangan sudah 

dilaporkan melalui laman BOS Online, dan sekolah juga 

mengarsipkan laporan keuangan tersebut. 

3. Berdasarkan indikator transparansi. Hasil penelitian menunjukkan 

sekolah SDN Ajung 02 menyediakan dokumen yang di susun dengan 
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baik untuk di akses oleh warga sekolah, memastikan bahwa dokumen 

tersebut jelas, lengkap, dan mudah di akses, seperti dengan 

memampang RKAS di papan pengumuman. SDN Ajung 02 kemudian 

membuat proses perencanaan transparan dan melibatkan seluruh 

warga sekolah. 

B. SARAN 

 Penelitian ini melakukan penelitian tentang Akuntabilitas dan Transparansi 

pada Pengelolaan Dana BOS di SDN Ajung 02 Kecamatan Ajung Kabupaten 

Jember. Saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Saran bagi Sekolah 

 Sekolah sebagai pemegang tanggung jawab dalam pengelolaan 

Dana BOS diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan jumlah murid, 

serta perlu adanya sosialisasi mengenai laporan keuangan pengelolaan 

dana BOS. 

2. Saran bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan atau referensi untuk penelitian serupa. Selain itu, 

diharapkan dapat dilanjutkan untuk memperluas dan menambah 

pengetahuan baru untuk meningkatkan hasil penelitian berikutnya. 
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      Matriks Penelitian  

Judul Permasalahan Variabel Indikator Sumber Data Metode Penelitian 

Analisis 

Akuntabilitas Dan 

Transparansi 

Dalam Pengelolaan 

Dana Bantuan 

Operasional 

Sekolah Pada SDN 

Ajung 02 

Kecamatan Ajung 

Kabupaten Jember 

1.Bagaimana 

pengelolaan dana 

BOS pada SDN 

Ajung 02 ? 

2.Bagaimana 

penerapan 

akuntabilitas pada 

pengelolaan dana 

BOS Pada SDN 

Ajung O2 ? 

3.Bagaimana 

penerapan 

transparansi pada 

pengelolaan dana 

BOS pada SDN 

Ajung 02 ? 

1.Pengelolaan 

dana BOS 

 

2.Akuntabilitas 

 

 

 

 

 

 

3.Transparansi 

1.Perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan 

dana BOS 

1.Akuntabilitas kejujuran 

dan hukum 

2.Akuntabilitas 

manajerial 

3.Akuntabilitas program 

4.Akuntabilitas kebijakan 

5. Akuntabilitas finansial  

1. Ada tidaknya kerangka 

kerja hukum bagi 

transparansi.  

2. Adanya akses 

masyarakat terhadap 

transparansi anggaran. 

3. Adanya akses 

masyarakat terhadap 

transparansi anggaran. 

4. Adanya keterlibatan 

masyarakat dalam 

pembuatan keputusan 

anggaran. 

1.Kepala sekolah 

2.Bendahara BOS 

3.Guru 

4.Komite sekolah 

 

1.Metode Penelitian 

Kualitatif  

2.Jenis Penelitian: 

Deskriptif 

3. Lokasi Peneltitian: SDN 

Ajung 02 Kecamatan 

Ajung kabupaten Jember 

4.teknik pengumpulan 

data: 

-Wawancara 

-Observasi 

-Studi Pustaka 

5.Analisis Data 

-reduksi data, 

 -display/penyajian data,  

-mengambil kesimpulan  

5.Keabsahan data: 

Triagulasi Sumber 

Triangulasi teknik 



 

 
 

  



 

 
 

PERTANYAAN WAWANCARA 

Pengelolaan Dana BOS 

Perencanaan 

1. Apakah sekolah membuat RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)? 

2. Kapan RKAS dibuat? 

3. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan RKAS? 

4. Bagaimana proses pembuatan RKAS? 

5. Bagaimana perencanaan penggunaan dana BOS di SDN Ajung 02? 

6. Apakah sekolah membentuk Tim Manajemen BOS secara khusus? 

7. Pelaksanaan 

8. Bagaimana mekanisme pencairan dana BOS di Sekolah SDN Ajung 02? 

9. Kapan periodennya sekolah menerima dana BOS? 

10. Bagaimana mekanisme pemerintah menyalurkan dana BOS kepada sekolah? 

11. Apakah penyaluran dana BOS sudah tepat waktu dan sesuai dengan Juknis? 

12. Bagaiamana proses penggunaan dana BOS? 

13. Apakah dalam pelaksanaan dana BOS sudah sesuai dengan RKAS? 

14. Apakah setiap penggunaan dana BOS sudah lengkap dengan disertakan bukti-

bukti (kuitansi/nota), termasuk dokumentasi pengadaan barang atau jasa? 

15. Siapa saja yang terlibat dalam penggunaan dana BOS? 

16. Apakah bendahara BOS melaksanakan pembukuan secara rutin? 

17. Apakah terdapat keterlambatan dalam pencairan dana BOS? 

18. Hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pencairan dana 

BOS? 

19. Apa dampak dari keterlambatan tersebut? 

20. Bagaimana startegi sekolah dalam mengatasi dampak keterlambatan pencairan 

dana BOS? 

21. Pelaporan 

22. Apakah pelaporan dana BOS seusia dengan pelaksanaan dana BOS? 

23. Apakah bendahara menyusun laporan dana BOS sesuai dengan ketentuan? 

24. Melalui media/forum apa laporan dana BOS disampaikan? 

25. Siapa saja pihak yang diberi laporan? 



 

 
 

26. Akuntabilitas 

27. Apakah fungsi dari masing-masing elemen pengelolaan dana BOS sudah 

sesuai? 

28. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap stakeholder? 

29. Bagimana bentuk pertanggungjawaban dari setiap kegaiatan yang diadakan 

oleh sekolah? 

30. Apakah program kerja sekolah  berjalan sesuai dengan rencana sekolah? 

31. Transparansi 

32. Apakah terdapat sosialisasi tentang pengelolaan dana BOS kepada guru, 

komite sekolah, dan wali murid? 

33. Apakah terdapat keterbukaan mengenai pelaksanaan dana BOS? 

34. Apakah semua dapat meminta dan mengakses informasi mengenai 

penggunaan dana BOS? 

 

  



 

 
 

PEDOMAN OBSERVASI 

No. Uraian Pengamatan Hasil Pengamatan 

1. Keadaan fisik sekolah  

2. Sarana sekolah yang 

menggunakan dana BOS 

 

3. Keadaan Bangunan Sekolah  

4. Pelaksanaan penyusunan dana 

BOS 

 

5. Pembukuan penggunaan dana 

BOS beserta bukti fisik 

 

6. Laporan dana BOS  

 

No Indikator Ada Tidak 

1. Format penyusunan RKAS   

2. Format penggunaan Dana BOS   

3. Format Pelaporan Dana BOS   

 

  



 

 
 

Pedoman Dokumentasi 

No Sumber Dokumen Ada Tidak 

1. Profil sekolah   

2. Visi dan Misi Sekolah   

3. Struktur Organisasi   

4. Sarana dan Prasana Sekolah   

5. Data tenaga pendidik dan 

kependidikan 

  

6. Data Peserta didik   

7. RKAS   

 

 

 

 

  

8. Laporan keuangan dan SPJ Dana BOS   

9. Dokumen lain yang relevan   



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 



 

 
 

  



 

 
 

 

DOKUMENTASI 

 

  

Profil, Visi, dan Misi  SDN Ajung  02 

 

 

Data Guru SDN Ajung 02 

 



 

 
 

 

 

 Halaman Sekolah SDN Ajung 02 

 

Keadaan Kelas SDN Ajung 02 

 

 



 

 
 

 

Kamar Mandi Guru 

 

 

Kamar Mandi Siswa 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Perbaikan Kelas VI SDN Ajung 02 

 

 

 



 

 
 

 

Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Ajung 02 

 

Wawancara dengan Ibu Bendahara SDN Ajung 02 

 

 



 

 
 

 

Wawancara dengan Ibu Komite SDN Ajung 02 

 

Wawancara dengan Ibu Guru SDN Ajung 02 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Penginputan data di Laman BOS 

 



 

 
 

 

Bukti Pembayaran Pajak 

 

Bukti Kwitansi dan Nota Penggunaan Dana BOS 

 

 

 



 

 
 

 

Bukti dokumentansi penggunaan Dana BOS 

 

Bukti Rekening Koran Dana BOS 
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